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BUPATI TEMANGGUNG

PROVINST JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGOGLUNG
NOMOR 77 TAHUN 20149

TENTANC

PERATURAN INTERNAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANCGOLING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingal
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BUPATI TEMANCGGU NG,

bahwa guna peningkatan kinera dan penmgkatan mulu
pelavanan  keschatan i Rumah Sakit Umum Bacrah
kabupaten Temungeung, maks Peraturan Bupaett Temunggung
Nomor 51 Tahun 2016 tenang Peraturan Internal Rumah
Sakit Umum Dacrsh Kebupoten Temuangeung sebagaimanas
telah diubah denpan Peraturan Bupati Temangeung Nomor 935

Tahun 2017 lentang Perubahon Atos Peraturan Bupat]
Temangeung Nomor 31 Tahuo 2006 lenwng  Peraturan

Internal Bumah Sakin Umum Dacrah Kabupaten Termanggung
sudah tidak sesun dan perlu dygaort,

bahwi berdasarkan |:|u.~|'1in'|h.|TiL1_:|.r|. gihaomimenn  dinaksud
dalam hurul a, maka perlu menetapkan Poraturan Bupati
tentang  Peraturan  [nternal Rumah Sakin Domuam Pucrah
Kabupaten Temanggung;

Undane-Undang Nomor 13 Tahun 1850 wentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kabupaten Dolam Lingkungan Propins Juawa
Ternpgah,

Undang-Undang Nomor 17 Tubun 2008 wnlang Keoangan
Mepara (Lembaran Negarn Repubibk Indonesia Tabun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negars Hepublik [ndomesio
Namaor 4280);

. Undang-Undang  Nomor | Tahun A Lentang

Perbendoharaan  Nepora  [Lembaran Negura Republik
|ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambehan Lembaran Negurs
Republik Indonesin Nomar 23531

Undung-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlng Pemerksaan
Pengelolaon dan Tanggungawab Reunngan MNegars (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor o6, Tambahan
Lembaran Negarn Repubhk Indonesia Noror A9400)
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernintahan
Dacrah (lambaran Negord Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta
Nomor 5587) schapmimana lelah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kKedup Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 wntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56749);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan
Daecrah [Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 20089 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negaro Republik Indonesia Nomor S063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 entang Rumah Sakit
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S072);

Peraturan  Pemerdintal Nomor 23 Tabhun 2005 enlang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia - Nomor  4502)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 1emang Perubahan Alas Peraturan
Pemerintah Momor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layvanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 5340}

Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tabhun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan
Minima!l (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4503,

Peraturan Pemierintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14,

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Ineconesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 51350

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinuan dan  Pengawasan  Penvelengparasn  Pemeriniah
Dacrah (Lembaran Negaral Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);
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Peraturan  Pemernntah Nomor 12 Tahun 20049 Tenlang
Pengelolaan Kevangan Dacral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 6322

Peraturan Menteri Pendavagundgan Aparatur Negara Nomor 28
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelavanan Publik;

Peraturan Menteri Pendavegunaan Aparatur Negara Nomor
02 /M. Pan /12007 1emtang Pedoman Organisasi Satuan Kera
di lingkungan [nstans: Pemerintah;

Peraturan Menteri Kewangan  Nomor 109/PME.OS/2007
Tentang Dewan Pengawas BLU.

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor
102/ M.Pan/l/Tahun 2007 temang Akuntabilitas Pelavanan
Publik;

Peraturan Menten Dalam Negerr Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2007 tentang Petunjuk  Teknis  Penvusunan  dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daecrah
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentenn Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyvusunan  Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Keschatan Republik  Indonesia Nomeor
G20 Menkes/ Per (X1 1986 g Lipaya Pelayanan
kesehatan Swasta o1 Bidang Medas;

Peraturan Menteri Keschatan  Republik  Indonesia Nomor
1506/ Menkes/ 8K/ Per/11/ 1988 tentang Rumah Sakit;
Peraturan Mentert Keschatan Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 749
Tahun 2018 tentane Badan Lavanan Umum Dacrah [Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor | 213);

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor |
228 Menkes/SK/ /12002 tentang  Pedoman Penyusunan
Standar  Pelavanan  Minimal Rumah  Sakit  yang wajib
dilaksanakan dacrah;

Keputusan Menteri Keschaton Republik Indonessa Nomor .
124/ Menkes/ 8K/ 11/ 2008 wentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit;

kKepulusan Menteri Kesehatan  Republik indonesiia  Nomor
772/ Menkes/SK/VI/2002  temung  Pedoman  Peraturan
internal Rumah Sakit (Hespiial By Laws),

Keputugsan Mentern Keschatan  Republik Indonesia  Nomor
631/ Menkes/SK/IV/2005 tentang  Pedoman  Peraturan
Internal Stal Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;



31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tenlang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Unn Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah
kRabupaten Temanggung Tahun 20149 Nomor 28);

MEMUTLUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTAN(I PERATURAN INTERNAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
BRETENTLIAN LALLM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan |

1.
2.

10,
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12.

13.

14.

Dacrah adalah Kabupaten Temanggung.

Pemerintahan Daersh adalah penyelenpggsraan urusan pemerintaban oleh
Pemerintah  Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah  kabupaten
Temanggung.

Pemerintah Dacrah  adalah Bupau  Temanggung  scbagal  unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah olonom,

Bupati adaluh Bupat Temanggung

Rumah Sakit Umum Daerah vang sclanjutnva disingkat RSUD adalah Rumah
Salkit Umum Daerah Kabupaten Temanggung,

Unit Pelaksana Teknis yang sclanjutnyva discbut UPT, adalah unsur pelaksana
teknis  Dinas/Badan  vang melaksanakan  kegiman ek pperasonal
dan/atau kegiatan tekms penunjang teeleniu;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum  Daerah yang selanjutnys
disingkat UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan
Direktur adalah Direktur UPT RSUD Kabupaten Temanggung,

Badan Lavanan Umum Dagrah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah
sistom yat{g ditcrapkan oleh unit pelaksana tekms dinas/badan ::Im-rah_dal_am
memberikan pelayanan kepada masvarakal vang m::rnpunyailﬂcksmﬂﬂa&
dalam pola pengelolaan keuangan - scbagy penpecualian dari  ketentuan
pengelolaan dacrah pada umumnya

Fleksibilives adalah kelelussann dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan prakick bisnis vang schat untuk meninglkatkan lavanan k:;pud::.
masvarakat tanpa  mencari  keuntungan  dalam rangka memajukan
kesejaheraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa _
Praktek bhiznis vang schal  adalah  penvelenggarasn fungsi Organisas
herdasarkan kaidah-kaidah manajemen vang baik dalam rungka pemberian
layanan yvang bermutu berkesinamburigan dan berdayasaing.

Pejabat pengelola rumah sakit terdin diari pemimpin BLUD, pejabat keuangan
dan pejabat teknis,

Jabatan Fungsional Umum adalah jubatan fungsional umum yang untuk
pengangkatan dalam jabatun dan kenaikan pangkatnya tidak disvaratkan
dengan angka kredit

Peraturan Internal Korporast (Corporole Bylaus) _RELFD Kabupaten
Temanggung adalah  peraturan  Internal  Humah Sakit vang mengatur
hubungan antara Pemerintah Dacroh Kabupaten '1'L‘I11:!n[:ﬂ§klI'Igﬁ-i'}H-!gHJ pr:rnlh_k
dengan Dewan Pengawas, Pejabal Peneclola dan Sial Medis rumah sakil
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beserta [ungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya
masing-masing.

. Peraturan Internal Stal Medis Rumah Sakit (Medical Staff By Laws) adalah

peraturan yang mengatur tentong fungs:, tugas, tanggungjawab, kewajiban,
kewenangan dan hak dan Staf Medis di rumah sakit

Peraturan Internal Stal Keperawatan (Nursing Stal By Laws) adalah peraturan
penvelenggaraan profesi stal keperawatan dengan mengatur tuta kelola klims
untuk menjepa profesionalisme tensga keperawatan dan mckanisme  lata
kerja komite keperawatan,

Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melukukan pengawasan terhadap
pperasional rumah sakit vang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan
Direktur dengan keanggotaan yvang memenuhi persvaratan dan peraturan
yvang beriaku.

. Jabatan struktural adalah jabatan yang secars nyata dan tegas diatur dalam

lini orpanisasi vang terdiri dari Dircktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepals Seksi.

Jabatan fungsional adalah kedudukan vang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, kewajiban, kewenangan dan hak sescorang pegawai dalam satuan
prganisasi yang dalam pelaksanaan tugasnva didasarkan pada keahban dan
atau keterumpilan tertentu serta bersifal mEndir

Pelayanan Keschatan adalah  sepaln kegatan pelayanan keschalan vang
diberikan kepada seseorang dalam rangka promotil, preventil, kuratil dan
rehabilitatif.

Stal Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokier Sub Spesialis
dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun parah wakiu di
unit pelayanan rumah sakit.

Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya keschatan, vaitu
rawat jalan, rawal map, gawal darurat, rawai intensif, kamar operasy, kamar
bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis, Hemodialisa dan lain-
lain.

Unit kerja adalah tempat staf Medis dan profesi kesehatan lain yang
menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain,

Komite Medis adalah wadah profesional Medis vang keanggotaannya berasal
dari Ketun Kelompok Kelompok Staf Medis din atau yang mewakili

 8ub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medis vang dibentuk

untuk mengatasi masalah khusus, vang anggolanya terdin dari stal Medis
dan tenaga profesi lainnva secara ex gfficie. Sub komite Kredensial, Sub
Kamite Etika dan Sub Komite Peningkatan mutu.

Dokter mitra adalah dokier vang direkrut oleh  rumah snkil karena
keahlinnnva, berkedudukan sejajar dengan ru mah sakil, bertanggung jawab
gecara  manditt dan bertanggung  gugal | sccars propursional - sesual
kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit.

Dokter kontrak dan/atau Dokter Honorer adalah dokter amum dan/atau
dokter spesialis, dokter gigi dan/atau dokter pigi spesialis yvang diangkat
dengan status tenaga harian dengan sistem kontriak dan/atau lenaga honorer
di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. Yang ditetapkan
dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu,
Dokter tamu adalah dokter vang karena keahlian atau reputasinya diundang
oleh Rumah Sakit untuk melakukan tindakan vang tidak atau belum dapat
dilakukan oleh staf Medis vang ada di rumah sakit atau untuk melaksanakan
alih ilmu pengetahuan dan teknolog.

Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakil yang
mempunyai fungsi mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme stal
keperawatan melalui mekamsme kredensial, penjagaan muty profesi dan
pemeliharaan etika dan disiphn prifes

]




30,

3.

33.

34,

33.

36,

37.

38,

9.

40,

41,

43,

43.

44,

43,

Stal Keperawatan adalah sclurub perawal vang sda, termasuk perawat dan
bidan yang menjalankan pelavanan sesual profes) masing-masing.

. Kelompok Staf Keperawatan vang selanjutnva disingkat KSK adalah kelompok

perawat atau bidan yang melakukan pelavanan dan disetaji dan diterima
gesual dengan aturan yang berlaky untouk menjalankan profesi masing-
Mmasing.

Kewenangan Klinis Keperawatan adalah uraian intervensi keperawatan dan
kebidanan vang dilakukian oleh lenaga keperawatan scsuan dengan o area
prakteknya.

Kewenangan Klinis Sementara adalah uraian intervensi keperawatan yang
diberikan bersifat sementara dan dibatasi oleh wakiu untuk melakukan
sckelompok pelavanan keperawatan.

Kewenangan Klinis dalam  keadaan Darurat adalah  uraian  intervensi
keperawatan yang diberikan pada kondisi vang bersifat mendesak untuk
melakukan sckelompok pelavanan Keperawistan

Kewenangan Klinis Bersvaral adalah uratan intervensi keperawatun untuk
melakukan sckelompok pelayvanan keperawatan tertentu dengan mempunyai
persyaratan  khusus yang dilaksanakan  berdasarkan  penugasan klinis
keperawatan,

Penugasan  Klinis RKeperawaian  adalah  prougasan  yoang diberikan  oleh
Direktur terhadap stal keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan
atau asuhan kebidanan berdasarkan daftar kewenangan klinis,

Audit Keperawatan adalah upaya evaluas) scoura profesional terhadap mutu
pelavanan keperawatan vang diberikan kepada pasien dengan menggunakan
rekam medisnva yang dilaksanakan aleh profesi perawat dan bidan.

Satuan Pengawas Intern adalah perangkat rumah sakit yang bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu
Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayvanan, keuangan dan pengaruh
linﬂlrun;«;:-]n sl 5(![-;“}1['[‘1_\':1 [zocial T'l..‘:-'.:;"!ll:il'lﬂlhillil_".ll cinlam I'[1E1I1:||'I"|1'I]|_-_!E.1H['F!kﬁ'l'l
bisnis vang sehul.

Tenaga adminisirasi adalah orang atau sckelompok orang vang bertugas
melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-
tugas pelavanan,

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Poabat Pongguna Barang vang salanjutnya
disingkat KPA/KPB sdalah pejabat vang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian  kewenangan  Pengguna  Anggaran/ Peppeuna  Barang  dalam
melaksanakan tugas dan fungsi perangkat dacrah,

Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit vang Selanjutnya disingkat RBA
adalah Dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD vang disusun dan
disajikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kera Anggaran Rumah Sakit.
Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit yang sclanjutnya disingkat Renstra
adalah Dokumen Perencanaan BLUD untulk periode lima tahunan

Standar Pelavanan Minimal yang sclanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
dacrah vang berhak diperoleh setinp wargd seoard minimal aau ketentuan
tentang spesifikasi teknis ok ukur lavanan minimal yang diberikan oleh
RSUD kepada masyarakal.

Angparan Pendapalan dan Belanja Negara yvang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana tahunan pemerintaban nogara Yang disetujui olech Dewan
Perwakilan Hakyal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah vang selanjutnyva disingkat APBD
adalah rencana keuangan daerah vang ditctapkan dengan Perda




BAE 1
RUANC LINGKUP, MAKSUD TUJUAN DAN PRINSIP PERATURAN INTERNAL

Biagan hesalu

Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang hingkup Peraturan Bupat im adalah:

a.

(1)

(2]

[1]

12)

menpatur hubungan  Pemerintah Dacrab  scbhagar pemilik Rumah  Salkiat
dengan  RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas  heschatan
Kabupaten Temangpeung | darn

MenRalur pengorginisasian, pereneinaan, penganggaran, sistem pengelolaan
keuangan, pelaporan dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Rumah
Salkit

Bagian Kedua
Maksud dan Tujusn
Pasal 3

Maksud Peraturan  Bupati  ini adalah  menciptekan  sualu latanan

penyelenggaraan UPT RSUD vang efektil, ehsien dan berkualitas dengan

memperhatikan  prinsip transparansi, akuntabilitas responsibilitas  dan

independensi,

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan seluruh  aktivitas
rumah sakit;

¢. memberikan  panduan  mengenai  hak  dan kewnjiban bagt kKalangan
arofesional pengelola serta pengguna layanan rumab sakity dan

d. memberikan panduan bagi pengembangan pelavanan rumah sakil dalam
meningkatkan kualitas pelayanan keschatan kepada masyarakat uniuk
memajukan kesejahterazn umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

Bagian Keliga
Prinsip Persturan Internal
Pasal 4

Peraturan internal rumah sakit, vang didalamnya memuat:

a, pejabat pengelola menggambarkan posisi jabatan, pembagian [ugas,
fungsi, tanggung jawab, Kewenangan dan hak dalam organisasi sesual
dengan peraturan yang berlaku;

b, prosedur kerja menggambarkan hubungan dan miekanisme Kerja antar
posisi jabatan dan fungsi-fungsi logis dalam organisasi;

e ;]l'ﬂl.:r,l."'llli'l'lrl'-llh'-”'l r.l.I!'I_F;'.':ii'I.U'lllf-:LHi logis dimana menppambarkan ]'JE!E'ﬂhEI._ﬂi.El'I'I
vang jclas dan rasional antara fungst pelayanan dan fungsi pendukung
gesuai dengan prinsip pengendalian intern  dalam rangka efektilitas
pencapatan organisasi; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia ving merupakan pengaturan dan
kebijakan vang jelas mengenai sumber davi manusia yvang berorentasi
pada pemenuban  secara kuantitanf) kualitatil  unuk mendukung
pencapiian tUjuan arganisasi secara cligien, efektif, dan produktil,

Peraturan Internal Rumah Sakit  sebagaimana dimaksad pada avat (1)

menganut prinsip-prinsip sebagal benkut .

a, transparansi merupakan asas keterbukaonn vang dibangun atas dasar
kebebasan arus informasi apar informasi secara langsung dapat diterima
bagi vang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan;

b, akuniabilitas merupakan  kejelasan  fungsi,  strukiur, sistem  yang
dipercayakan  pada  Rumah Qakit  agar pengelolasnnva dapat
diperisnegungjawabkan kepada semua pithak,

i




¢c. responsibilitas merupakan kesesuaian  atau kepatuhan  di dalam
pengelolann organisasi terhadap bisnis yang schal serta perundang.
undangin; din

d., independenst merupakan  bentuk  kemandirian pengeloloan organisas)
secara profesional tanpa  benturan kepentngan dan  pengaruh atau
tekanan  dari  pthak  manapun  vaang  tidak  scsual dengan
peraturanperundang undangan dan prinsip bisnis schat,

BAR 1
PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Baguan hesatu
ldentitas
Pasal 5

(1} Mama rumah sakit adalah UPT RSUD pada Dinas Kescholwen kabupaten
Temanggung

(2) Jenis rumah sakit adalabh Bumah Saki Lmum
(3) Kelas rumah sakit adalah REUD Kelas B

{4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Gajuh Mada Nomar 1A Kabupaten
Temanggung

Bagian kedua
LI moum
Pﬂruy.:”ﬂf |
Visi

Pasal 6B

Visi RSUD Tahun 2019-2023, vaitu : “Terwujudnya Rumah Sakit Yang Terpercaya
Sebagal Pusat Layanan dan Pendidikan Weschatan®

Paragral 2
Misi
Pasal ¥

Misi RSUD adalah -

meningkatkan mutu pelayanan keschatan,

meningkatkan profesionalisme sumber dava MIANLS1a;

meningkatkan mutu dan kerjasama pendidikan dan penelitian keschatan; dan
meningkatkan pengelolaan keuangan vang cfekul, efisicn, transparan dan
akuntabel.

acow

Parapgral 2
Motto dan Janji Lovanan
Fasal 8

(1] Motto RSUD : . . . -
Kesermbuhan Dan Kepuasan Pasicn Merupakan Kebahagiaan Kam
(2) Janji Layanan ! o o
Kami Melayani Pasien Dengan Sepenuh Hatl Sesual SP(

8




Paragral <
Tujuan
Pasal 9

Tujuan RSUD :

a. terwujudnys  pelayvanan  keschatan yang  bermutu yvang  berfokus pada
keselamatan pasien;

b. terwujudnya kompetensi dan profesionalisme SDM Rumah Sakit;

c. terwujudnys pengelolaan keusngan yang elekf, efisien, transparan dan
akuntabel;

d. terwujudnya sarana dan prasaran vang unggul aman dan nyaman.

Paragral 5
Milai-Nilai Dasar/Pola Pertlaku Pegawai
Pasal 10

Nilai-nilai dasar/pola perilaku vang diharapkan darl pegawai UPT RSUD
Kabupaten Temanggung :
a. Pegawai RSUD menvadari bahwa bekerja adalah ibadah;
b. Kebersamaan :
1. menvadari bahwa dalam semua pekeraan, Regasama bm rcriapakan
faktor terpenting;
2. melalui kera sama tm dalam pelavanan akan dapul dicapal kepuasan
pelangpan; dan
3. mengutamakan kepentingan rumah sakn daripada kepentingan golongan,
kelompok | pribadi,
¢, Profesionalisme:
|. bekerja sesuai dengan sistemn dan prosedur yang berlaku
2, bhersedia melakukan pekerjaan yvang penuh tantangan;
3. memiliki kevakinan atas kemampuan sendin (kemandinan|:
tal selalu  berusaha memberikan kemampuan (ilmu,  ketrampian dsin
sikap/attitude) terbalknys untuk rumah sakit; dan
(b sclalu meningkatkan kemampuan secara aktil dengan mengikuli dan
mempelajari perkembangan ilmu dan teknolog.
4, memegang teguh rahasia jabatan.
d. Kejujuran:
1. senantiasa menjunjung Linggh Kejujuran;
3. berani menvatakan kebenaran dan kesalahan berdasarkan data dan fakta
dengan carn herfanggung jawab dan proporsional, dian
3. transparan dan akuntabel dalam menjalankan sistem kerja.
e. Keterbulkaan!
1. terbuka dalam mengemukakan dan  menerima  pendapalt  secara
bertanggung jawab;
2. mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan yvang terjadi; dan
3. saling menghargai dan menghormati penda pat orang lain.
. Disiplin :
1, selalu menegakkan disiplin terhadap dirl sendin dan l[ngkungan kerja;
2. memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas; dan
3. wajib mematuhi peraturan vang berlaky,

Paragral 6
Sanaran
Pasal 11

Sasaran RSULD:
a. meningkalnya sarana dan prasarana pelayanan keschatan; dan
b, meningkatnva penyelengparaan manajemen pelayanan keschatan.

)




Baginn ketign
L mum
Paragral |

kedudukan
Pasal 12

(1) RSUD berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemernntah  Daerah
Kabupaten Temanggung,

(2} RSUD berkedudukan sebagni Unil Pelaksana Teknls: pada Dinas Keschatan
Kabupaten Temuangung yvang mempunyal lugas membaniu Kepala Dinas
Keschatan dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan dan  tagas
pembantuan bidang kesehatan vang menjadi kewenangan dacrah dan tugas
pembantuan vang diberikan kepada dacrah,

(3) UPT RSUD dipimpin oleh seorang Dirckiur yuang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas heschatan,

Paragral 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 13

RSUD mempunyai  tugas pokok menyelenggarakan  pelayvanan  keschatan
perorangan  sccara  paripurna dengan  upaya penyembuban, pemuliban,
peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan sertad pengabdian masvarakat,

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, rumah

sakit mempunyai lungsi |

a. perencanaan pelayanan medis, keperawatin, pelavanan penunjang, sarana
dan prasarana rumah sakil, pendidikan dan pelathan, promaost, admimstras
kepegawaian seria Keuangan;

b. penvelenggaraan  pemeliharaan  dan  peningkatan kesehitan perorangan
melalui pelavanan kesehatan paripurna;

c. penyelenpggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan keschatan sesuai
dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis,
keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis serta sistem
rujukan;

d. penvelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber dava manusia  dalam
rangka peningkatan kemampuan dilam memberikon pelayanan Kesehatan;

e. penvelenggarann penelitian dan pengembangan serts penapisan  leknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatun pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan etika imu pengetabuan bidang keschatan:

f. pelaksanaan administrasi rumah sakit]

g perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehalan,

h, pelavanan penunjang dalam menyelenggaraksn pemerintah dacrah di bidang
pelavanan keschatan;

L penyusunan rencan:d dan program, moniorng, evaluasi dan pelaporan i
bidang Pelavanan Keschatan;

j-  pelayanan Medis;

k. pelayanan penunjang Medik dan non Medik;

. pelavanan Asuhan keperawatan,

m. pelavanan rujukan;

n. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

1L




11}

(2)

perumusan kebijakan penunjang medis dan non medis serta lavanan
admimistrasi keuangan, kepeesawaian, hukum serta hubungan masvarakat,
organisasi dan tata laksana;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan sertn pengabdan masyarakig;
pengelolaan keuangan dan akutans:,

pengelolaan urusan kepegawsian, hukum, hubungan mesyarakat, organisasi
dan tatalaksana, serta rumah tanges, perlengkapan dan umum;

monitoring, cvaluasi, dan pelaporan tlechodap pelaksanaan tuges-tugas di
bidang pelavanan keschatan RSUD;

penyelengegaraan tata usaha RSUD, dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan
[ungsmyn

Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Dacrah
Pasal 15

Pemerintah Dacrah  bertangeung  jewab terhadap  kelangsungan  hidup,
perkembangan dan kemajuan REUD  sesual dengan vang dibarapkan oleh
masyarakal,

Pemerintah Daecrah dalam melaksanakan langgung jawabnya mempunyai
kewenangan:

a. menelapkan Struktur Organisasi Rumah Sakit]

b, menunjuk dan  menctapkan  Pejabat  Pengelola Rumah Sakit, dan
melakiukan evaluasi twhunan terhadap kinerja masing-masing  pejabal
pengelola |

¢, menunjuk dan menetapkan Dewan Pengawas, langgung jawab dan
wewenang, dan melakukan penilaian kinerja Dewsn Pengawas secara
berkala, minimal sctahun sekali;

d. memberhentikan Pejabal Pengelola dan Dewan Pengawas karens sesuatu
hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;

e, menctapkan peraluran lentang Peratuean In ternal dan SPM Rumah Sakit
beserta perubahanmnvag

[, memberikan arahan kebjjokan Rumah Sakay

g, menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumsah Suakit dan penpelolaan
sumber dava manusia Rumah Sakit |

h, menyetujui dan mengesshkan Rencans Strategis - Rumah Bakit, serla
mengawasi dan membina pelaksanaan Kencana Stralegis Rumeah Sakit;

i, menyelujui, mengesahkan dan mengumumkan vist dan misi Rumah Sakit
serta melakukan review berkala minimal 1 (satu) tahun sckali atas visi
dan mist terschul. khewenangan mengumumkan visi dan misi ke publik
didelegasikan kepada Pojabat Pengelola Kumeah Sakil;

j.  menyetujul dan mengesahkan Rencans Bisnis dan Anggaran [RBALE

k. menyetujui dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA)

. menvediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yvang
dipertukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi vist dan
misi serin Rencana Strategis Rumah Saklt,

m. menyelujul program  peningkaton  mutu dun kesclamatan pasien serta
menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan kesclamatan pasien yang
diterima;

n., menvelujui diselenggarakan pendidikan professional kesehatan dan dalam
penclition serta mengaweas) kitalilins program-program tersebut;

0. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya,
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{2)

(3)

(4]

(1)
(2)

(3)
(4

(1)

B

mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien Rumah Sakit;
mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;

r. mengawast kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan
peraturan perundang-undangan;dan

5. memberikan sanksi kepada pegawal vang melanggar ketentuan yang
berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawal yvang berprestasi.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah

Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit
secara independen.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pihak lain,
termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan
Rumah Salkit.

Pemerintah Daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Pengawas
sclaku representasi pemilik Rumah Sakit atau Direklur Rumah Sakit sesuai
peraturan perundang-undangan,
Bagian Kelima
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas
Pasal 16

Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.
Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 35 (lima)

orang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan
Pengawas.

Ketentuan mengenai keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk Komite
Audit atau Tim Ad-hoe.

£

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas
Pasal 17

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas

a. menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan
memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit.

b. Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit vang
diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari.

c. Menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional
kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-
program tersebut.

d. Menyetujui dan menyediakan modal scria dana operasional dan sumber
daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan
memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit.

e, Melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses
dan kriteria yang telah ditetapkan.

[ Mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan
menyetujui program peninghkatan mutu dan keselamatan pasien.

g. Melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan
Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta
memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan
hasilnya di evaluasi kembali pada perternuan berikutnya secara tertulis.

h. Melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan
sckali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan
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dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara
tertulis.

i2) Dewan Pengawas berkewajiban :

(3]

(4}

(3)
18]

{7)

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana bisnis
dan anggaran yang diusulkan oleh Direktur;

b. mengikuti perkembangan kegatan rumah salat dan memberikan
pendapat serta saran kepada Bupali mengenal scliap masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan rumah salat;

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja rumah sakit;

d. memberikan naschal kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan
rumah sakit;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non
keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk
ditindaklanjuti oleh Direktur rumah sakit; dan

. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupat secara

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewakiu-wakiu

apabila diperlukan.

Dewan Pengawas berfungsi sebagai goverming body Rumah Sakit dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan nontcknis perumahsakitan secara

internal di Rumah Sakit.

Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektf kolegial.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4}, Dewan

Pengawas bertugas :

a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit ;

b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis ;

c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran ;

d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien Rumah Salat;

. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;dan

g. mengawsasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan
keuangan Rumah Sakit dari Direktur;

b. menerima laporan hasil pemernksaan yang dilakukan culleh Satuan
Pemeriksa Internal Rumah Sakil dengan sepengetahuan Direktur dan
memantau pclaksanaan rekomendasi tindak lanjut;

meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola dan/atau pejabat struktural
lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan
sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit
(hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corparate governance);

d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit
terkait pclaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan
Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola
Tata Kelola (corporate governance);

o

e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal
Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate
governance), untuk ditetapkan oleh Bupati; dan

f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
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(1)

(2}

(3}

{4
13)

&1

(V)

(8)

(1]
()

3]

Paragral 3
Keangeotaan Dewan Pengonwis
Maal 14

Angpota Dewan Pengawas dapat terdinn dan unsur-unsur ¢

a. pejabat Satuan Kera Perangkat Daerah vang membidang kegiatan BLUD;

b, poabal OPD yang membidang pengelola keuangan dacrah; dan

€. lenage ahll yvang sesua dengan kegatan BLULD,

Pengangkatan angeots Dewan Pengawas tidak bersamaan waklunva dengan

prengangkatan [hrekiur,

Kriteria untuk dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, vaitu memenuhi

persyaratan !

a, schat jasmasi dan rohani memiliki integritas, dedikasi dan memahami
masalah-masalah vang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta
dapat menyediakan wakitu vang cukup untuk melaksanakan lugasnya;

b. mampu meclaksanakan perbustan hukum dan odak pernabh dinyatakan
bersalah scbagai anpeota Dirckst atau homasaress, atau RDewan Pengawas
vang  menyebabkan suate badan usaha pailil atau tidak pernah
melakukan tindak pidana vang merugikan dacrah;

c. tidak mempunval benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah
sakit;dan

d. mempunyal kompetens: dalam bidang menagjemen keuangan, sumber dava
manusia  dan mempunval komitmen terhadap  peningkatan  kualitas
pelayanan publik

Keanggotasan Dewan Pengawas terdin dari unsur pemilik Rumaoh Sakit,

organisas profesi, asosiasi perumahsakitun, dan tokoh masvarakat

Unsur pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada avat (4) ditunjuk

oleh pemilik Rumah Sakit.

Unsur organisasi profes) sebagaimana dimoksud pada avat [4) ditetapkan oleh

pemilik Rumah Sakit seieloh berkoordinos) dengan organisas) profes: tenaga

kesehatan.

Unsur asosiasi perumahsakitan  sebagaimans  dimaksud  pade ayat (4

ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit sewclah berkoordinasi dengan asosiasi

perumahsakitan.

Unsur tokoh masvarakat schagaimana dimaksud pada avat (4] merupakan

tenaga ahli di bidang perumahsakitan

Parapral 4
Masa Jabatan Dewan Pengawas
Pasal 19

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan sclama 5 {lima) tahun, dan
dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Anggota Dewan  Pengawas  dapat diberhentikan sebelum  wakiunya uleh
Bupatl,

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimang dimaksud pada ayat
(2} apabila :

a. tidak dapat meluksanakan tugasnya dengan baik;

b. tiduk melaksanaan ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan vang merugikan RSUD atau




d. dipidana penjara karena dipersalahkon melakukan tindak pidana dan/
atau kesalahan yang berkaian  dengan tugasnva melaksanakan
pengawasan falas rumeah sakil ; dan

e Berhalangan welap.

Paragral 5
Sekretaris Doewan Pengawas
Pasal 20

{l) Kepala Dacrah  dapat mengangkat Sckrotaris Dewan Pengawas untuk
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas,
{2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Raragril o
Hiava Dewan Pengawas
Pasal 21

Segala biava wvang diperlukan dalam pelsksanaan tugas Dewan Pengawas
dibebankan kepada BLUD dan dimuat dilian Bencana Bisois dan Anggaran
BLUD.

Paragral 7
Penilaian Kinerja Dewan Pengawas
Pasal 22

(1) Dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas, Bupatl melakukan evaluasi
terhadap Dewan Pengawas.

(11 Ewaluasi terhadap Dewan Pengawas schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 2 {dua) kali dalam 1 {saiuy tahun

4 Esaluasi terbadap Dewan Pengowas scbhagatmana chimaksud pada ayat (1)
paling sechkit dilakukan dengan mengkaji/meneliti laporan Dewan Pengawas
dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 23

Hasil Penilaisn Kinerja terhadap Dewan Pengawas schagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 duapal menjadi pertimbangan bag Bupati untuk melakukan penggantian
atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas,

Bagian Keenam
Struktur Organisasi Dan Pejabat Pengelaln
Paragral |
komposis: Pejaban Pengelols
Pasal 24

(1} Struktur Organisasi RSUD ditetapkan berdasar Peraturan Perundangan;

(2) Pejabat Pengelols BLUD RSUD terdin dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan
dan Pejabat Teknis, vang disesuaikan dengan nomenklatur vang berlaku pada
RSUD, vaitu:

a. pemimpin BLUD adalah Direktor,
b, pejabat Keuangan adalah Pejabat yvang menangan dan bertanggung jawab
atas keuangan; dan

c. pejabat Teknis adalah Pejabal yang menangan dan hertangeung jawab
atas tcknis pelayanan di RSUD.
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(3) Desamping pejabat pengelola terscbul terdupat kelompok jabatan fungsional
berdasarkan  profesi di BLUD RSUD

Pasal 25

Direkiur bertangeungjawab kepada Kepuln Dinas Kesehatan terhadap operasional
dan keuangan BSUD: - secara umum dan keseluruhan

Pasgal 26

Semua Pejabat Pengelola di bawah Direkour bertanggung jawaly kepada Direkiur
sesual bidang tanggunglawabnya masing-masing.

Pasal 27T

(1} Komposisi Pejabat Pengelola RSUD disesuaikan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung vang mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja
RSUD dan dapat dilakukan perubahan haik jumlah maupun jenisnva, setelah
melalul analisis organisas: guna memenuhi tuntutan perubahan;

(2} Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagnmana dimaksud pado avat (1)
berpedoman kepada peraturan perundang undangan; dan

(3} Komposis: Pejabar Pengelola RSUD disesumbkan dengan Peraturan Bupat
Temanggung yang mengatur tentang hedodukan, Susunan OUrgamisas:, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja UPT RSUD pada Binas Kesehatan Kabupaten
Temanggung, dan dapat dilakukan perubahan baik jumlah maupun jemsnya,
setelah melalun analisis organisast guna memenuhi tuntutan perubahan,

Paragrafl 2
Penpangkatan Pojabatl Pengelola

Pasal 28

(1) Pengangkatsn dalam jabalan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD
ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan prakuk bisnis vang sehat,

(2) Kompetens sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) merupakan keahlian berupa
pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yvang diperlukan dalam tugas
jabatan,

(3] Kebutuban praktik bisnis yang schal sebagmimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualtas dan kualifikasi
sesual kemampuan keuangan BSUD,

(4] Pejabat Pengelola RSUD diangkat dan diberhenbikan dengan Keputusan
Bupst.

Pagal 20

(1} Direktur adalah scorang dokter  atou dokter gigh dari unsur Pegawai Neger
Sipil  atau Nen Pegawan Negern Sipil vang  ditetapkan  sebagai pejabat
fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan, serta
memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di
bidang perumahsakitan.

(2) Dhirektur vang berasal darl Pegawar Negeri Sipil bertindak Selaku Kuasa
Penpgpuna Anpgoaran dan Barang Dacrah

(3] Daulam hal Direktur berasal dan Non Pegawal Negern Sipil, Pejabal Keuangan
BLUD wajib berasal dori Peggawai Negeri Sipll vang merupakan Pejabal
Pengeunan Angegaran dan Barang Dacroh
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Pasal 30

Direktur telah mengikuti pelatihan perumahsakitan sebelum atau paling lama
satu tahun pertama setelah mendudulki jabatan Direktur.

BAB IV
TUGAS KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEJABAT PENGELULA

Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 31

(1) Direktur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan untuk
memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan
mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan rumah sakit sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan Kewajiban Direktur adalah:

(2)

&

memilih mengarahkan membina mengawasi, mengendalikan, dan
mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit yang telah
ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan
hasil guna;

mewakili rumah sakit di dalam dan di dalam pengadilan;

melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah
Sakit sebagaimana telah digariskan;

memperhatikan  pengelolaan rumah  sakit dengan  Dberwawasan
lingkungan;

menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) serta Rencana Bismis dan
Anggaran (RBA) rumah sakit;

mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati
sesual dengan ketentuan,

mengadakan dan memelihara pembulkuan serta administrasi rumah sakit
sesuai ketentuan yang berlaku;

merekomendasikan kebijakan-kebijakan pada Dewan Pengawas;
mematuhi perundang-undangan yang berlaky;

menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan;
menetapkan kebijjakan rumah sakit;

memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang
dilakukan oleh regulator;

mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan
sumber daya lainnya,

merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran
kepada Representatil pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan
persetujuarn;

menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang
akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan
pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit;
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p. melaperkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien
meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/Dewan
Pengawas;

q. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada
Representasi pemilik/ Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan;

r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),
Direktur menyelenggarakan fungsi !

1.
2.

3.
4,

o o

koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;

penctapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan
kewenangannya;

penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
LUnSUr organisasi;

evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan [ungsinya.

Pasal 33

Kewenangan Direktur adalah :

a.
b.

menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;

menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap rumah
galit;

mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit Mon PNS sesua
peraturan perundang-undangan;

menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai
rumah sakit sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang
berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi
ketentuan yang berlaku;

memberikan sanksi kepada seluruh pegawai RSUD sesuai dengan peraturan
vang berlaku;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah
direktur kepada Bupaty;

mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen
manakala diperlukan;

menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian
tugas masing-masing;

menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang
bersifat teknis operasional pelayanan;

mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan

meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat
pengelola dibawah direktur.
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Pasal 34

Tangpgungawab [irektur menyvangkut hal-hal sebaga berileut

L.
b.

L,

cl.

(L)
(2]

1)

(4]

(1)
(2)

)
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kebenaran kebijjakan rumah sakit;
kelancaran, efcktifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit;

kebenaran program kerjo, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta
lnporan kegmianny; dan

meningkatkan akses, kelerfangkavan don mulu pelayvanan kesehatan

Baman kedia
Woeilehl Direktur Poelaviaien
Pasal 35

Wakil Direktur Pelayvanan adalah seorang dokier atau dokter gigi dan unsur

Pegawal Negeri Sipil atau Non Pegawal Neger Sipil.

Wakil Direktur Pelavanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Direktur,

Wakil Direktur Pelayvanan selaku Pejabat Teknis mempunyal tugas membina,

mengkoordimasikan, mengawast dan melaksanakan  pengelolaan kematan

bidang pelavanan medis, bidang keperawatan, serta bidang penunjang medis

dan non medis

Dalam melaksanakan tugas sebagamana dimaksud pada avat (3], Wakil

Direktur Pelavanan menyelengearakan lungsi

a. melaksanakan perencanaan terhadap pengembangan pelayvanan medis,

b. melaksanakan  perencanaan  terhadap  penpgembangan pelayanan
keperawatan;

¢, melaksanakan perencanaan terhadap pengembangan pelayanan penunjdang
medis dan non medis;

d. melaksanakan kendali mutw, kendah bliayva, dan kesclamatan pasien;

. melaksanakan perencanaan monitoring dan evaluas) pelayanan medis;

[, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelavanan, keperawatan, dan
penunjang medis dan non medis; dan

g, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan eleh pimpinan sesuai
dengan [ungsinya.

Ehibrnan Wetiges
Kepala Bidang Pelayanan Medis
Pasal 36

Kepala Bidang Pelayanan Medis adaloh scorang dokter/dokter gigi atau

sarjana S1 dari unsur Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Neger Sipil.

Kepala Bidang Pelayanan Medis  dalam  menjalankan  tugasnya

bertanggungiawab kepada Walial Dirckiur Pelavanan, ,

Kepala Bidang  Pelavanan Medis ML Vi Lugas  moembing,

mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pengelolaan  kegatan

bidang pelayanan medis,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (3), Kepala

Bidang Pelayanan Medis menjalankan fungsi !

a, menyusun kebijakan teknis dan program kerja di bidang pelayanan medis;

b, menyusun perencanaan anggaran lahunan hidang pelavanan medis;

o, melaksanakon program kerja df bidang peloyanan medis;

d. mendistribusiken wugas kepada bawahoan di lingkungan Bidang Pelayanan
Medis sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang v:l:11t'ta]:rh:-1n
agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efekul dan efisien;




member petunjuk pelaksanpan tugas kepada bawahan di lingkungan
Hidang Pelayvanan Modis sesual peroiuran dhan prosedur yang berlako agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanuann tugas;

mengkoordinasikan  dan  memfasiliast Kegiatan pelavanan medis,
Keperawalan serta  penunjang medis  dan non medis vang  meliputi
pelavanan rawal jalan, gawal daroran, rawal  map,  rawal  ntensil,
pelavanan bedah sentral, pelavanan kebidanan dan pelavanan  lainnya
sesual perkembangan;

mengelola data dan informasi vang berkaitan denpgan pelavanan medis,
keperawatan sorta penunjang medis dan non medis;

mengkoordinasikan  kegatan  pemingkatan muty pelavanan dan
kesclamatan pasien,

memfasilitasi kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan akreditasi rumah
sakit dalam bidang pelayanan;

melaksanakan koordinasi dengan instansi, lembaga lain vang terkait
denpgan kegialtan bidang pelavanan medis, cotaten medis dan pelaporan
srirang pelavanan medis;

melaksanakan pengawasan,  pengendaban,  evaluassr dan pelaporan
kegiatan sesual bidang lugasnya,;

melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Pelavanan  Medis  baik  di
[ingkungan internal maupun di ingkungaen cksiernal rumah sakil;

~menvusun - standar pelavanan medis,  cowtan omedis,  penvusunan

pengembangan pelayvanan medis dan ciatatian medis;

melaksanakan kendali mutu, kendali biava, dan keselamatan pasien di
bidang Peluvanan Medis;

memantau dan pengevaluasian peloksanaan kegiatan pelayanan medis,
catatan medis; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan sesua
tugas dengan lungsinyva.

Pagal 37
Repala Scksi Pelavanan Moedis

Kepala Scksi Pelayvanan Medis mempunval tugas:

a
b

o
d.

L&

menvusun bahan rencana kegiatan pelaksanaan di bidang pelavanan medis;

mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan pelavanan medis,

melaksanakan pttmulihﬂrﬂun lasiiias pelavanan medis;

melaksanakan pengembangan fasilitas pelavanan medis;

melaksanakan pemantavan dan pengawasan pelaksanasn, pemeliharaan dan
pengembangan lasilitas pelayanan medas;

melaksanakan koordinasi pelayanan medis; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan [ungsinva.

Piisal 35
Kepala Seksi Pelayanan Penunjang

Kepala Seksi Pelavanan Ponunjang mempunys lugas:

menyusun bahan rencana kegintan di bidang peluyvanen penunjang,

H-

b
i
d

mengumpulkan dan mengolah dats pelaksanaan pelavanan penunjang,

melaksanakan pelavanan penunjans;

melaksanakan pengembangan pelayvanan PE LR,
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0,

(<)
3}
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melaksanakan  pemantauan  dan  penpawasan  pengembangan  pelavanan
penunjang;

melaksanakan koordinas pelayvanan penunjang, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan [ungsinva

Bagian Keempat
H{‘p{.d.’.l thung keperawatan
Pasal 34

Kepala Bidang keperawatan adalah seorang perawat dan unsur Pegawai

Neger Sipil atau Non Pegawail Negeri Sipil berpendidikan keperawatan,

Repala Bidang Keperawatan dalam menjalankan tigasnva bertanggungjawab

kepada Wakil Direkiur Pelavanan

Kepala Bidang Keperawatan mempunyval tugas membina, mengkoordinasikan,

mengawasl dan melaksanakan pengelolaan keguatan bidang keperawatan.

Dalam melaksanakan tugss schagaimana dimaksod pada ayvat (3), Kepala

Bidang Keperawatan menjalankan lungsi

a. menyusun  kebijakan teknis dan program kerja di bidang  pelavanan
keperawatin:

b, menyusun peréencanaan anggaran tahunan bidang pelavanan keperawatan;

€. menyusun rumusan kebijakan teknis pengumpulan dan pengoluhan data
pengelolaan pelavanan keperawatan,

d. menvusun rumusan  kebijakan teknis penyvusunan  standar pelavanan
keperawstan MHIE Tru‘iij'rLHi roncand desain pelayanan, Kapasitas Emluy;-umn
dan proses pelavanan;

€. menyusun rumusan kebijakan teknis pemeliharsan dan penpembangan
fasilitas keperawatan;

.omenyusun  rumusan kebijakan  teknis  pengelolaan ketenogaan  dan
pengembangan mutu pelayvanan keperawatan;

g melaksanakan  koordinnsi  denpan  uni kerja terkait dalam  rangka
pelavanan keperawatan;

h. melaksanakan kendali mutu, kendali biava, dan keselamatan pasien i
bidang keperawatan;

i menyusun rumusan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi pelayanan
keperawatan;

I menyusun  rumusan  kebijakan  teknis  pelaporan  hasil  pelaksanaan
polavanan keperawatan:

k. memantau dan evaluasi pelavanan keperawatan: dan

l. melaksanakan tuges kedingsan lain vane diberikan aleh PUMpInan sesuai
Lugas dengan lungsmya,

Pasal 40
hepalia Seksi Keperswatan Rawal Inap

Kepala Seksi Keperswatan Rawal Inap mempunyai TLIZas:

El.

menvusun bahan rencane kepiatan  pongembangan  mut pelavanan dan
ketenagaan Keperawatan rawal imap;

mengumpulkan dan  pengolahan data pengelolaun pengembangan  mutu
pelayanan dan ketenagaan keperawatan rawat inap;

melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan ketenagaan keperawatan
rawal inap,
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melaksanakan pemantauan dan  pengawasan  pelaksanaan  kepiatan
pengembangan mutu pelavanan dan kelenagasn keperawatan rawat inap;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi pengembangan
mutu pelavanan keperawsatan; dan

melaksanakan tuges kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan sesuat
dengan flungsinyi

Pisial 41
hepala Seksi keperswatan Rawal Jalan

Kepala Seksi keperawatan Rawat Jalan mempunyvai tugas;

a, menyusun  bahan rencana Kegiatan pengembangan mutu pelayanan dan

b

(1]
(<]

(3}

[4)

ketenagaun keperawatan Rawal Jalan:
mengumpulkan  dan  pengolahan  data pengelolaan pengembangan mutu
pelayanan dan ketenagaan keperawatan rawat jalan;

. melaksanakan pengembangan mutu pelavanan dan Ketenagaan keperawatan

rawat jalan;

-melaksanakan  pemantsuan dan pengawasan pelaksanaan kegistan

pengembingan mutu pelavanan dan ketenagaan reperawatan rawdl jalan;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi pengembangan
mutu pelayvanan keperawatan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan fungsinya,

Bagran Kelima
kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis
Pasal 42

Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis adalah SEOTANg IENaga
kesehatan lain dari unsur Pegawai Neperd Sipil atsu Non Pegawai Negerd Sipil,
kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis dalam menjalankan Lugasnya
bertanggunginwab kepada Walksl Dirckrur Pelavanan

Repala Bidang Penunjung Medis dan Non Medis mempunyai tugas membina,

mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanokan pengelolaan  kegiatan

bidang penunjang medis dan non medis.

Dalam melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud pada avat (3), Kepala

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mergalonkan lungsi ;

a. menyusun kebijakan teknis dan program kerja di bidang penunjang medis
dan non medis;

b menyusun pereneanaan anggaran tahunan bidang penunjang medis dan
non medis,

c. menyusun rumusan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan data
pengelolaan sarana prasarana penunjung medis dan non medis:

d. menvusun rumusan  kebijakan  twknis penvusunan  tatalaksana
penyelenggaraan pengelolaan sarana prasasrana penunjang medis dan non
medis:

€, menyusun rumusan kebijpkan teknis ponyusunan tatalaksana penpadaan
dan distribusi sumber daya pengeiolann sarana prasarana penunjang
medis dan non med|s.

f. menyusun rumusan kebijakan teknis pengelolaan standar kinerja saf;

B menyusun  rumusan kebijakan  wknis pengelolaan standar sarana
prasarana penunjang medis dan non medis,;
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h. menyvusun rumusan kebnjakan wkms pongawasan don evaluasi pelayanan
pengelolaan sarana prasarana penungang medis dan non medis;

Lomenyusun  rumusan  kebijakan  teknis  pelaporan hasil  pelavanan
pengeloluan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;

1 melaksanakan koordinas: dengan instansi ierkait di bidang pengelolaan
SArang prasarang penunjang medis dan non meds;

k. menyusun rencana pemberian pelayanan penunjang medis;

l. mengkoordinasikan dan pelaksansan pelavanan penunjang medis:

m. mengzelola rekam medis;

n. memantau dan evaluasi sarana pelayanan penunjang medis; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan sesual
tugas dengan fungsinya,

Pasal 43
Kepala Sekst Penunjing Medis

kepala Scks1 Penunjang Medis mempunyat tugas:

i B

.-'F-'[F.ﬁ e}

menyusun  bahan rumusan  kebijakan 1cknis  penvusunan rencana dan
program kerja pengelolann surana prasarana penunjang medis,

menyusun bahan rencana kebutuban anggaran penunjeng medis,
mengumpulkan dan pengolahan data pengelolsan penunjang medis;
menyusun tatalaksana penvelenggaraan sarana prosarana penunjang medis;
menyusun  taldlaksana  pengadaan dan  distribus: sumber dava sarana
prasarana penunjang medis:

mengelela standar sarana dan peralatan pelavanan penunjang medis;
mengawast dan evaluasi sarana prasarana penunjang medis;

melaporkan hasil sarana prasarana penunjang medis;

melaksanaan koordinasi dengan instansi wrkail o bidang sarsna prasarana
penunjang medis) dun

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh MMmpinan sesuai
dengan fungsinva.

Pasal 44
hepala Scksi Penunjang Non Medis

Kepala Scksi Penunjang Non Medis mempunvai tugas:

.

b.

=

=

menyusun bahan rumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan
program kerja pengelolaan sarana prasarana penunjang non medis:

menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran sarana prasarana penunjang
non medis;

mengumpulkan  dan  pengolahan  data pengelolaan sarana Prasarana
penunjang non medis;

menyusun tatalaksana penvelenggaraan sarana prasarana pEnUNjang non
medis;

menyusun  tatalaksana pengadoan dan distribusi sumber dave  sarana
prasarara penunjang non medis;

mengelola standar sarana dan peralatan pelayvanan penunjang non medis;
mengawast dan cvaluasi sarana prasarana penunjang non medis:

melaporan hasil sarana prasarana penunjang non meds;
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(1)
(2}

{3)

(1)

(2]

3]

melaksanaan keordinasi dengan mstans: terkit di bdong sarana prasarana
penunjang non medis: dan

melaksanakan ugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan fungsinya.

Bagian Keenam
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Pasal 45

Wakil Dirckiur Umum don Keuangan adalal sturang Pogawal Megeri Sipil

berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Direktur,

Wakil Dircktur Umum dan Keuangan sclaku Pejabar Keuangan mempunyai

tugas membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan rmelaksanakan

pengelolaan kegiatan bidang pendidikan dan pelatiban, hukum, hubungan

masyarakal, tata usaha, perlengkapan, rumah  tangga, organisasi dan

kopepawaian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2), Wakil

Direktur Umum dan Kevangan menvelenggaraan fungsi -

i, menyusun kebijakan teknis rencana dan program  Kerja  administrasi
umum dan keuangan,

b. menyusun kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belamja
RSUD;

€. menyusun kebijakan teknis penvusunan standar pelavanan sdministrasi
umum dan kewangan;

d. menyusun kebijakan teknis pelaksanann bimbingan dan petunjuk teknis
pengelolaan administrast umum dan keuungan,

e. menyusun kebijakan teknis penyelengearaan Keglatan amum;

[. menvusun kebijakan teknis pengelolaan perencanaan dan sistem inlormasi
RSUD;

g menyusun kebijakan teknis pengclolpan administrasi Keuangan RSUD:

h. menyusun pelavanan administrasi umum dan keuangarn:;

i. menetapkan  kebijukan  teknis  pelaporan hasil pelaksanaan  tugas
pelayanan administrasi umum dan keuanpgan;

J. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelavanan

administrasi umum dan keuangan: dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dengan fungsinya,

Bagian ketujuh
hepala Bagian Umum dan Perlengkapan
Yasal 4

Repala Bagian Umum dan Perlengkapan adalah scorang Pegawai Negerd Sipil
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Dirckoar Umum
dan Keuangan.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan  mempunyval  tugss membing,
mengkoordinasikan, perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serts pelaporan ving meliputh pembinaan ketatausahazn, hukum,
kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan,
kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, rumah tangea dan
perlengkapan.

Dalam melaksanakan tupas sebagaimans dimaksud pada ayat (2}, Kepaia
Bagian Umum dan Perlengkapan menjalankan fungsi

2. menvusun kebyakon teknis rencana dan program  kerja  administrasi

LI,
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b, menvusun kebijakan teknis penyvusunan standar pelavanan administrasi
umum dan kepegawaian;

¢, menyusun kebijakan teknis peluksanaan bimbingan dan petunjuk teknis
pengelolaan administras: umum,

d, menyusun kebijakan teknis penvelengegnraan kegintan umum:

¢. menvusun kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
pelavanan administrasi umum,

[. menyusun kebijakan teknis pelaporan hasil pelaksanaan tugas pelavanan
administrasi umum;

g. melaksanakan  keglatan  pengelolaan  adminisirasi dan MAnNajemen
kerumahtanggaan meliputi pengelolagn aset, penyispan sarang prasarang
kantor, penvediaan bahan dan sarana prasarana rapat-rapat, perawatan
kenduraan dinas serla perawatan gedung dan sarana rumah tangga dinas:

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangks pelayanan
administrasi umum;: dan

L melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dengan fungsinya.

Pasal 47
kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal lugas:

ol

B,

melakukan  penyiapan  bahan  perumusan  kebijukan  teknis Peny UsUnan
standar operasional prosedur dan standar pelayanan;

melakukan pengadministrasi umum dan teknis di badung tata usaha, hukum
dan hubungan masyarakat, organisasi dan kepegawaian: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan fungsinya.

Pagal 45
KRepala Sub Bagian Rumah Tungeas dan Peclengkapan

Kepala 3ub Bagian Rumah Tangga dun Perlengkapan mempunyai LLEgE S

H.

.

{1)

melakukan  penviapan  bahan  perumusan  kebijokan teknis penyUsUnan
standar operasional prosedur dan standar pelayanan;

melaksanakan dan pelavanan administras dan eknis di hidang rumah
tangga, perlengkapan, pemeliharaan bangunan dan gedung, pemeliharaan dan
pengelolaan kendaraan dinas; dan

melaksanakan tygas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan fungsinya,

Bagian kedelapan
Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatiban
Pasal 45

Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan  adalah searang

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan di bawah dan bertangeungjawab kepada
Wakil Direkiur Umum dan Keuangan.
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Kepala Bagan Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan mempunvai tugas

melaksanakan penviapan perumusan kebijakan tweknis, pelaksanaan dan

pelayanan administrast dan teknis di bidung program, evaluasi dan peleporan,
pendidikan dan pelatihan

Dalam melaksanakan tugss schagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatiban menjalankan fungsi

g, menyusun  bahan  perumusen  kebijakan  weknis,  pelaksanean dan
pelayanan administrasi dan teknis di badang program;

b, menvusun bahan perumusan  kebijakan  teknis, pelaksansan  dan
pelayanan administrasi dan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;

c. Menyusun baban perumusan  kebijakan  teknis, pelaksansan  dan
pelavanan administrasi dan teknis di bidang teknologi dan informasi:

d. Menyusun  hahan perumusan kebijakan  tekns,  pelaksansan  dan
pelavanan administras: doan tekois o tndang pendidikan dan pelatilan;
dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dengan [ungsinya.

Pasal 50
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program,
Momitoring, Evaluast dun Peluporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Mempunyal tugas

ek,

metakukan penyiapan bahon perumusan kebijakan tweknis, pelaksanaan dan

pelayanan administras dan wknis di Bidang program, Monitoring, evaluas! dan

pelaporan, meliputi:

I} menyiapkan sistern dan prosedur;

2) menyusun rencana kegiatan dun progrem rumah sakit

J] melaksanakan dan pelavanan administrasi bidang program, pengelolaan
sislem informasi manajemen’

4 melaksanakan standor pelavanan  dan standar pperasiondl  prosedur
wegiatan bidang program; dan

a) mengoordinasikan penyusunan program pengembangan rumah sakil

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan

pelavanan administrasi dan teknis di bidang evaluasi dan pelaparan, meliputs ;

I} menyusun format standuar pelaporan kegiotan rumah sakit:

2) melaksanakan dan koordinasi keglaton monitoring dan evaluasi [rOgram
vang melipull penyiapan sistim dan proscdor monitoring dan evaluasi;

3} menyusun rencans monitoring dan evaluasi kegiatan dan program rumah
sakil, prosedur pengolahan date dan pelaporan rumah sakit; dan

4] melaksanakan dan pelayanan administrust bidang monitoring dan cvaluasi,
pelaksanaan standar pelavanan dan standor operasional prosedur keglatan
bidang monitorning dan evaluasi

medaksanakan tugas kedinasan lsin yoang diberikan oleh pimpinan  sesuai

dengan flungsinya,
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Pasal 51

Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Subbagian Pendidikan din Pelatihan mempunyai tugas;
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakon teknis, pelaksanaan dan
pelavanan administrasi dan teknis di bideng pendidikan dan pelatihan, meliputi;

.

b.

1

g.

=5

Y

(2]

[3)

memlasilitasi pendidikan dan pelatihan, pembinsan mutu penchdikan dan
pelatihan;

melaksanakan dan koordinasi bidany pendidikan dan pelatihan;
melaksanakan dan pelayanan administras: bidang pendidikan dan pelatihan;
melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan bidong pondidikan dan
pelatihan;

mengembangkan bidang pendidikan dan pelatihan:

mengelola perpustakaan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan lungsinya.

Buapian Kesembhbilan
Repala Bagian Keuumgan
Pasual 52

Kepala Bagian Keuangan adalah seorang Pegawal Negerd Sipil berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepadas Wakil Direktur Umum  dan

keuangan

Kepala Bagan Keuungan mempunval lugss membing, mengkoordinasikan,

mengawasi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kevangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat {21, Kepala

Bagian Keuangan menjaiankan Tungs: :

A, menyusun  rumusan  kebijukan  teknis penyusunan  program kerja
pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan,

b. menyusun rumusan kebijakan teknis penyusunan program dan anggaran
RSUD;

€. menyusun rumusan kebijakan  penvusunan petunjuk teknis/ prosedur
tetap pengelolaan administrasi keuangan;

d. menyusun rumusan kebijakan teknis pengeloloan administrasi keuangan:

2. menyusun rumusan kebijjakan teknis koordinasi penvusunan anggaran
RSULD;

. menyusun rumusan kehijakan tekms pelavanan  perbendaharaan dan
mobilisas: dang;

g: menyusun rumusan kebijakan ekns pelavanan akuntansi dan verifikasi
keuangan RSUD;

h. menyvusun  rumusan kebijakan jeknis pemantauan dan pengendalian
keunngnn RSUD,

I menyusun rumusan kebijakan tekms  pelaporan  hasil  pelaksanaan
pengelolaan keuangan;

J. melaksanakan koordinasi dengan  instans:  terkait  dalam  rangka
pengelolaan administrasi keuangan: dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain vane diberikan oleh pimpinan sesuai
tuges denpan unegsinvi
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Pasal 53
Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi

Sub Bagisn Perbendaharaan dan Verifikast mempunyai tugas

MENY SUN rencana kepiaan 1-:-:,:|:Jl.|r|_lgnj'1 dan perbondaharaan

mengumpulkan dan pengolahan data penyusunan dan pengelolaan anggaran;
mengelola keuangan;

mengelola keglatan perbendaharaan;

melaksunakan pengawasan  dan cvaluasi  perbendaharaan, pclaporan
keuangan dan perbendaharaan,

melaksanakan penyelenggaraan verifikas: keuangan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibertkan aleh pimpinan sesuai
dengan lungsinyva,

Pasal 54
Kepala Sub Bagian Akuntansi

Kepala Sub Bagian Akuntansi mempurnvial togas

mEe s e

(1)
(]
(31

()

()

(7]

MENYUSLN rencana Regiatan akuntansi;

menyusun petunjuk teknis akuntans:;

mengumpulan dan pengolahan data penvusunan akuntansi;

mengelola akuniansi, pengawasan dan evaluast kegiatan akuntansi
melaporkan alkunianss;

melaksanakan koordinasi akuntans:; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikon oleh pimpinan  sesuai
dengan lungsinya.

BAB V
PENGELOMPORKAN FUNGSEI PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG

Bagian Kesalu
Instalasi Lavianan RSUD
Pasal ho

Instalasi merupakan unit pelavanan nen  strukturnl guna menunjang
penvelenggaraan  kegiatan  pelavanan, pendidikan  dan pelatuhan serta
penelitian dan pengembangan keschalan,
Pembentukan instalas) ditctapkan dengan keputusan Direktur,
Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi vong disngkat dan diberhentikan oleh
Direkiur.
Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelavanan wayih  berkoordinasi
dengan bidang atau scksi terkait
Kepala  Instalasi dalam  melaksanakan  lugasnva  dibantu oleh  tenaga
fungsional dan atau tenaga non fungsional baik pegawail negert sipil maupun
non pegawai negri sipil.
Pembentukan dan perubahan Insialasi didasarksn atas analisis organisasi
dengan mengingat sumber dava vang tersedia o RBUD, meliputi sumberdava
Manusia, sarana prasarana dan - memperhatikan kebutuhan masvarakat.
Instalast vang ada di REUD, vialng:
a. Instalasi Gawal Darurat;
B Instalasi Rawat Inap terdir dar ¢

1. Ruang Tulip;

2. Ruang Kenangy;

ZH
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3. Ruang Angurck;

4. Ruang Nusa Indah;

3. Ruang Anvelir;

B, Ruang Cempaka 1.

7. Buang Cempaka 2:

& Ruang Flambovan 1;

9. Huang Flurnh{_:_!.'a-l,n o

[0, Ruang Wipaa Kusuma 1

L1, Ruang Wijaya Kasuma 2,

12, Ruang Dahlia;

13 Ruang Serunidan

4, Buang Mawar,

Instalast Rawat Jalan {Poliklinik) terdirt dari:
Klinik VIP:

Klinik Umum:

Kiinik Anak;

Khintk Paru;

kKlinik VCT;

Klinik Penvakit Dalam;

Klinik Bedah Umuam;

Klinik Bedah Anak:

0. Klinik Tumbuh Kembang;

10. Klinik Gigi, Kesehatan Gigi Anak dan Bedah Mulut;
11. Klinik Onkologl G Kemoterapi:
12. Klinik Kulit & Kelamin:

13, Klinik Matsa;

14. Klinik Saraf:

15. Klinik Orthopacdi;

16, Klintk Jantung;

17. Klinik Uralogi;

18, Klinik THT:

19, Klintk Penvakit Dalam Konsullan Reumatuology:
20, Klinik Nyert;

21, Klinik Kesehatan Jiws: dan
22, Klinik Obsgyn.

N Pl
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o

. Instalasi Bedah Sentral (IBS);

Instalas: Rawat Intensil:

1. Instalasi High Care Unit (HCUY,
2, Instalasi Care Unil (ICU); dan
3, Instalas) PICLU/ NICU,

- Instalasi Hemaodialisa (HD);

Instalasi Maternal dan Perinatal:
1. Ruanpg Persalinan (VK}; dan
2. Ruanpg Melals.

Instalasi Pemulasaraan Jenaxah;

. Instalasi Radiolog;;

Instalasi Farmas:
Instalasi Laboratoriam,

Instalasi Gia

Instalas| Rehabihilasi Medik;
29
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{1

(1)

(2]

()

(4]

(3]

m.Instalasi Rekam Medik;
n. Instalosi Sterilisosi Sentral (OS50
Insralasi Sanitasi;
Instalasi Loundry,
Instalas SIMRS;
Instalasi Pembavaran,
Instalasi Pemelibharagn Sarana Elcktromedis Rumah Sakit:
Instalasi Pemehhuraan Sarana Umum Rumah Sakit dan
u. Instatast Humas, Informasi dan Pemasaran
Kepala Instalasi mempunyai  tugas  dan  kewajiban  merencanakan,
melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan  keglatan

pelavanan di instalasinya masing-masing  kepada direktur, berkoordinasi
dengan kepala bidang vang menangan

B

Baman kedun
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 56

Pelaksana kegiatan pelayanan pejabal fungsional rumah sakit, terdin dari
seiumlah tenaga medis; keperawatan/ bidan dan tenaps keschatan lain yvang
terbagi atas berbagai kelompok jabatan Mangsional sesuan bidang keterampilan
dan keahlinnvag

Jumlah tenaga fungsional scbagaimana dimaksud pata aval (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja vang ado.

Kelompok jabatan lungsional bertugas melakukan kegiatan sesuar dengan
jabatan fungsional masing-masing vang herlaku.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesunl peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Dalam mclaksanakan tugasnya tenaga [ungsional herpedoman pada Kode
Etik profesi, secara profesional bertanggungawab  independen terhadap
profesi dun secara kelembagaan berlanggung jawnb kepada dirckiur melalai
bidang masing masing sesual peraturan perundang-undargan.

Bagian Keliga
Kelompolk Stal Medis
Pasal 37

kelompok Stal Medis adalah kelompok dokler yang bekerja di bideng Medis
dalam jabatan fungsienal.

Kelompok Stal Medis mempunyai tugas melaksanakan disgnaosis, pengobatan,
pencegahan  akibal  penyakit, peningkatan  dan pemuliban kesehatan,
penvuluban, pendidikan, pelatihan, penclittan  dan pengembangan ilrmu
pengetahuan  dan  teknologl kedoktoran, berdasarkan  kaidah-kaidah
kesclamatan pasien (patient safely).

Dalam melaksanakan tugasnva, kelompok Siafl Medis  menpzunakan
pendekatan tim dengan lenaga profesi leckait,

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Stal Medis berpedoman pada Kode
Etik profesi Kedokicran, sccara profesional bertanggungiawab independen
terhadap profesi dan secara kelembagaan berlanggung jawab kepada Direktur

melalui bidang pelavanan medik. .
Kelompok Stal Medis werdiri dari Kelompok Stal Medis Bedah, Kelompok Stal

Medis Non Bedah dan Kelompok Staf Medis Dalam.
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Kelompok Stal Medis Bedah terdirt dan pelavanan Bedah, kebidanan, THT,
Matn, Ancstest dan Gagl, Bedah Mulut, Hedah Orthopedi, Bedal Lo lowd,
Bedah Syvaral, Bedah Onkolog), .
Stal Medis Non Bedah rerdini dan pelavanan, Svaral, Anak, Kulit Kelamin,
Radiologi, Paru, Jantung dan pembulub darah, Jiwa, Patalogi Anatom,
Patologi Klinik dan Dokter Umum -

Kelompok Stafl Medis Dalam terdiri dari pelayanan Penyvakit Dalam, Sub
Spesialis Gertatrt, Sub Spesialis Gingal dan Hyperiens

Bagian keempal
Kelompok Stal keperawatan
Pasal 58

KSK adalah kelompok perawal stau bidan yang melakukan pelayanan dan
disctujui dan diterima sesuai dengan aturan vang berlaku untuk menjalankan
profesi mEsing. masing

KSK dikelompokkan berdasarkan 4 fempat) kelompok besar pasien, viiiu K8k
Medikal Bedah, KSK Anak, KSk Maternitas, dan KSR Gawal Darurat dan
lKritis.

Susunarn, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tangeungmwab dan kewenangan
Komite Keperawatan diuraitkan lebith lanjul dalam Bab XXIII Peoraturan
Internal Stal Keperawatan

Bagian Kelima
Tenaga kesehatan Lam
Pasal 549

Tenaga Keschatan Lain adalah kelompok Tenaga Keschatan yang bekerja di
bidang Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigl, Penunjany Medis dan Penunjang
Non Medis dalam jabatan lungsional.

Tenaga Keschatan Loin mempunyit LUgas meluksunokan pelayanan asuhan
keperawntan g, pelavanan peninjang medik, pelavanan penunjang non
medik, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penclitian dan pengembangan,
berdasarkan kaidah-kaidah kesclamatan pasien (patenf sefetyl;

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga  Keschatan Lain  melakukan
kolaborasi menggunakan pendekatan tum dengan lenag prolesl terkail

Dalam melaksanakan tugasnya Tenags Keschatan Lain berpedoman  pada
Kode Etk profesi, scoara profesionial bertanggungiawnb independen lerhadap
profesi dan secara kelembaguan bertangeung jawab kepada Dircktur melalui
Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan atad Bidang Penunjang.

Tenugs Keschatan Lain terdin darn Perawal Gigi. Radiograler, Fisioterapis,
Terapis Okupasi, Terapis Wicara, Nutrisionis, Penata  Anestesi, Analis
Kesehatan, Perckam Medis, Elektromedis, Sanitarian, Apoteker dan Tenaga
Teknik Kelarmasian.

Pzl 0

Pelaksana kegiitan pendukung pelayanan araduh
a, Semua pejabatl strukiural;
b. Semua sumber daya strategis vang ada di bidang- bidaneg dan wat usaha; dan

c

Kegiatan pendukung antars lain sistem manajemen, keuangan, S0DM, ek nolog,
intormasi dan lain-lain.

al




BAR VI
OROANISAS] PENDUKLUNG

Bagianm kosaiu
Satuan Penpawas Intermal
Pasinl 131

Saluan Pengawas Internal dibentuk guna membantu Drekiur dalam beadang
pengawasan internal dan monitoring

(1)
(&

(3)

{4

L1

{2l

[3}

Piasal 62

Satuan Pengawas  Internal  bertugas  melaksandkan  pongawasan dan
monitoring terhadap pengelolaan sumber daya rurmish sokil

Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber dava rumah CH TS
sebagaimana dimaksud pada avar (1) adalah untuk mengawast  kebjakan
pimpinan telah dilaksanakan sesuan dengan peraluran perundang-undangan
vang berlaku untuk mencapal tufan arganisasl,

Saluan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungiawab kepada
Direkiur.

Satuart Pengawas Internal dibentuk dan ditctapkan  dengsn keputusan
Direkiur

Bagian Kedua
kKomite Medis
Pasal 63

Komite Medis dibentuk guna membantu Direktur dalam mengawal dan
menjamin mutu pelavanon Medis pgar sestal denpnn standar pelayanan
rumah sakit dan untuk memberi wadal bagi profesional Medis,

Komite Medis mempunyai otoritas tertingg dalam organmisasi Kelompok Stal
Medis.

Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggungawab dan kewenangan
Komite Medis diuraikan lebib lanjut dalam Bab sl Peraturan Iternal  Stafl
Medis.

Haginn Ketigh
Komite keperawatan
Pasal 64

(1) Komite Keperawatan terdiri dari Ketua Komite, Sekretaris Komite, Anggola

{2)

|1}

Komite yang terdiri dari Sub Komite Kredensial, Sub Komite Muta Proles
Keperawatan, Sub Komite Etika dan Disiplin Protesi

Komite Keperawatan membsaniu Direktur menyusun Standar Pelayanan
Reperawatan  dan memantdu pelaksanaannyd, mongalur kewenangan
(previlege) perawal dan bidan, mengembangkan  pelayanan keperawatan,
melaksanakan etiks profesi, mengatur kewenangan profesi anggota KSR,
program pendidikan, pelatihan dan penclitian serta mengembangkan lmu
pengetahuan dan teknolog keperawatan,

Pasal 6o

Komite Keperawalan merupikan badan non strultural vang herada di bawah
serta bertangpung jawab Kepada Direkiur.
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(2) Susunan Komitc Keperawatan lerdinn dan scorang Kelua merangkap anggota,
Searang Wakil Ketua merangkap angpota dan seorang Sekretaris merangkap
anggota dan scoriang anggoly,

(3] Ketua, Wakil Ketua dan Sckretaris dan Pengurus komite Keperawatan
mempunyai masa bakti selama 3 (liga) tahun .

(4] Komite Keperawatan dibentuk dan ditetspkan dengan keputusan Direktur
setelah mempertimbangkan usulan dari pejabat Bidang keperawatan

Preasenl 13

Dalam menjalankan tugasnyva Komile Keperawatan wajib menjalin kerjasama
dengan Komite Medis, Manajermnen Keperawatan dan Instalisi terkat,

Baginn Keempal
Komite Tenages Kesehatan Laan
Pasal 67

(1] Komite Tenaga Keschatan Lain terdiri dari Ketua Komite, Sekretaris Komite,
Anggota Komite terdiri dari Sub Komite Mutu Profesi, Sub Komite Etika dan
Disiplin Profesi dan Sub Komite Kredensial,

(2} Komite Tenaga Kesehatan Lain membanty Dirckiur  menyvusun  Standar
Pelayanan penunjang dan mermanta pelaksanapnnya, mengatul Kewrnangan
(previlege) Tenaga Keschatan Lain, mengembangkan pelavanan penunjang,
melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profest anggota Tenaga
Kesehatan Lain, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serto
mengembangkan ilmu pengetahuan dan 1eknologi penunjang kesehatun.

{(3) Area praktek Tenaga Kesehatan Lain dikelompokkan berdasarkan pralesi
masing-masing.

Piisie] 85

(1] Komite Tenaga Keschatan Lain merupakan badan non struktural vang herada
di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur

(2) Susunan Komite Tenaga Kesehatan Lain terdiri dari seorang Ketua merangkap
anggola, Seorang Wakil ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris
merangkap anpgota dan Scorang Angpotd.

[3) Ketua, Wakil Retua dan Sekretnris don Pengurus Komite Tensga Kesehatan
Lain mempunyal masa baktl sclama 3 (Liga) tahun

(4] Komite Tenaga Keschatan Laimn dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan
Direkiur setelah mempertimbangkan usulan dan pejabatl vang rmembidangi.

Pasul BY

Dalam menjatankan lugasnya Komite Tenags Kesehatan Lain wajib menjalin
kerjasama dengan Romite Medis, Monajemen Keperawalan dan Instalast terkait,

Bagian Kelima
Prosedur Kerja/ Tatakeria
Pasal 70

(1] Balam milaksanakan tagas dan pemberian himbinguan  serla pombirsan
kepada bawahan seliap pimpinian saiuarn greanisasi dibantu oleh kepala
satuan organisas: di bawahnya dan wajlb mensadakan rapat berkala,
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[2) Dalam melaksanakan lugasnva sebiap pimpinan  satuan  organisasi di
lingkungan rumah sukit wajib menerapkon  prinsip koordinasi, inlcgrasi,
sinkronisasi dan cross funclional approach secara vertkal dan horisontal batk
di lingkungannya serta dengan instalasi lean sesuai 1UgASs Masing-masing,

Pazal 71

Setiap pimpinan saluan organisasi wajib mengawast bawahannys masing masing
dan apabila terjadi penyvimpangan, wajib mengambal langkah-langkah yang
diperlukan sesuat dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. '

Pasal 72

(1] Setiap pimpinan  satuan  organisasi Bertnnggungowab  memampm dan
mengkoordinastkan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk breig
pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Semua kegiatan pelayanan dan pendukungnva diatur dengan prosedur Kerja
baku berupa Standart Operating Procedure berdasarkan  kaidah-ksdah
keselamatan  pasion [patient safety) menurul Ketentuan Akreditasi Rumah
Sakit.

(3] Prinsip Prosedur Kerju  adalah  jelas kebijpkannye, mengutamakan
kepentingan dan keselamatan pengguna jasa pelavanan keschatan, konsisten,
sesuai  dengan  [(alsafah  dan  tujuan,  jelas pelaksanaannya,  jelas
tanggungiawrbnya, ada evaluasi mutu dan kinerjianya

Pagal 73

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada alasan scrii menvampaikan laporan berkala pada
wiaktunya,

Pasgal 74

Setigp laporan yang  diterima oleh seligp pimpinan satunn Organisass dar
bawahan, wajib diolah dan diperguniskan schagni bahun  perubahan untuk
menyusun laporan lebih  lanjul  dan untuk memberikan  petunjuk  kepada
bawahannve.

Pasal 75

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalass
wajib menvampaikan laporan berkala kepada atasannyi.

bsal Th

Dalam menvampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laparan lengkap
dengan semua lampirannya disumpaikan pula kepada satuan Organisdast lain vang
secara fungsional mempunval hubunga ket

a1




BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANLUSIA

Bagman kesatu
Tujuan Pengelolaan
Pasal 77

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupiakan pengaturan dan kebijakan yang
jelas mengenai Sumber Dava Manusia yvang berorientasi pada pemenuhan seCcara
kuantitatil dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi sccara
efektil dan ehsien.

Bapgian koduas
Pengangkatan Pegawal
Pusal 78

{1] Pegawai rumah sakit dapat berasal dari PNS alau non PNS profesional sesuar
dengan kebutuhan vang dipekerjakan secara letap atal berdasarkan kontrak.

(2) Pengangkatan pegawai rumah sakit ving berasal dart PNS dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundangan-undangun,

(3] Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari non PMS dilakukan
herdasarkan pada prinsip clisiensi, ckonomis dan produktil dalam rangka
peningkatan pelayanan

(4] Mekanisme pengangkalan pegawai rumah sakit yang berasal dan non PNS
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Hagian Welipa
Penghargaan dan Sanksi
Pasal 79

Untuk mendorong motivasi  kerja  dan produktivitas maka rumah  sakit
menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagh pogawe ving mempunyai kinerja
baik dan sanksi bagi pegawal yvang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar
peraturan vang ditctapkan.

Pazal 80

Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan alas prestas:
kerja dan pengabdian pegawal yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan
sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pungkal pilihan sesual ketentuan
yang berlaku.

Pasal 81

(1} Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidok menduduki
jabatan struktural atau rungsional tertentu, termasuk PNS yang ©
a. melaksanakan Tugas Belajar dan schelumnya ndak menduduki jabatan
sirukiural atau fungsion:l tertentu; dun
b. dipekerjakan atau diperbantukan secarsd penuh di luar instunsi induk dan
tidak menduduki jabatan pimpinan yang lelah ditelapkan persamaan
eselonnya atau jabatan fungsional Lertenty
(2} Kenaikan panghkat pilihan adalah penghargaan Yang diberikan kepada PNS
vang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu,




(1)
(2)

(1)

()

[3)

(4]

(1)
(2]

Phgnan Koeempen
Rotas: Pegawa
Pasal B2

Rotasi PNS dan non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan
kinerja dan pengembangan kuarir; '

Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan -

M- F}L-nr_:|'|'|p,‘._|_|_[1 M SCSCOTHME E‘J,u;ﬁﬂ [ Keratn YIETHE, seELEd Ilt!r‘.‘r;ill'l p::r‘.-rl iclikan
dan ketrampilannyi;’

masa kerja di umt tertentu;

pengalaman pada bidang tugas lertentu;

kepunaannya dalam menunjang kanr, dan

kaondisi fisik dan psikis pegawai,

nooa

Bapan Kelima
Disiplin Pegawal
Pasal B3

Disiplin adalah suatu kondisi yang tereipia dan terbentuk melalui proses dari
serangkaian perilaku yvang menunjukkan nilai-nilai  ketantan, kepatuhan,
kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:

a. Daftar hadir;

b, Laperan kegiaton, dan

e, Penilaian Prestast Kerg Pegawa Negen Sipl (P2KP) dan Nan P,

Disiplin Pegawai Negri Sipil adalah Resanggupan Pegawai Negri Sipil Untuk
mentaati kewajiban dan  menghindan  larangan  yang ditentukan dalam
peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan dan apabila
tidak ditaati atau dilanggar maka dijaiuhi hukuman Disiplin

Adapun Yang dimaksud dengan Kewajiban dan laransan adalah scbagaimana
terdapat dalam Peraturan Perundang undangan yang mengaiur disiplin
pegawai negeri sipil.

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawat scsuai dengan Peraturan
Perundang undangan yvang mengatur disiphin pegawe negeri sipil.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pegawal
Pasal B9

Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesual dengoan peratursn

perundang undangan,

Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan  ketentuan

sehaga: berikut:

5 Pemberhentinn atas perminuan sendiri dilaksanakan apetbila prgawal
rumah  sakit non PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagal
pepgawai  pada  masa kantrak dan arau tdsk memperpanjang masa
konlrak,

b, Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila
pegawai rumah sakit non PNS welah memasuks masa batas usia pensiun
sesuai dengan peraturan perundang undangan | dan

c. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila
pegawni  Rumah  Sakin non PNE  melskukan tindaken-tindakan
pelanggaran sesuat dengirn ketentuan vang borlaku

A




Bapian Kelujuh
Femunerasi
Prisal BS

Remuneras) adalan imbalan kero vang dapat berupa gogd, lumgangan  letap,
honorarnum, msenul, bonus alas presias: pesangon, don atau pensiun scrta
tumjangan lamnva sesusal  peraturan perundang-undangan vang ditetapkan
dengan mengutamakan prinsip proporsionalitas kesctaraan dan kepatuhan vang
diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola rumah sakin dan pegawai
rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupali sesuai kemampusn Rumah Sakit

Pasal B

(1} Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai
rumah sakit dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung
jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperiukan.

(2) Remunerasi sebapaimana dimaksud pada avat (1), morupakan imbatan kerja
vang dapal berupa gaj, tunjangan letap, honorarium, insentil, bonus atas
prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun.

(3) Remunerasi bagi Dewan  Pengawas  dan Sekretars Dewan Pengawas
scbagaimana dimaksud pada avat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

(4] Remunerasi schogalmana dimaksud pada ayit (1] ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan usulan pimpinan rumah sakit melalui Sekretans Dacrah.

akal AT

Penetapan remunerasi  Direkiur, mempertimbangkan  fkior-fakwor . yang

berdasarkan!

a, ukuran fseze) dan jumlah aset vang dikelola rumah sakit, tingkal pelayanan
serta produktivitas;

b, pertimbangan persamaannyva dengan industn pelavanan scjenis;

e, kemampuan pendapatan rumah sakit bersangkutan; dan

d. kinerja operasional rumah o sakit vang  ditetaphkon oleh  Hupati dengan
mempertimbarngkan aniara an indikutor keuangan, pelavanan, mutd dan
manfaat bag masyarakat.

Fasal 88

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan scbagal berikul

a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% [empal puluh
persen) dan gaji Drekiur

b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyviak sebesar 36% (Liga puluh
enam per seratus) dari gaji Dirckiur.

¢, Honorarium Sckretaris Dewan Pengawas paling banyak schesar 15% [lima
belas persen) dari gaji Direkiur,

Frasal B

(1) Remuneras: bag) Pejabat Pengelola dan pegawal  scbagaimana dimakzud
dalam Pasal 85, dapat dihitung berdasarkan indikator peatlaian ©

a. pengalaman dan masa kenao fhase wdexy .

b. kerrampilan, ilmu pengetahuan dan periliku feompetency mdex);
c. resiko kerja (risk mdex):

d. tingkat kegawatdaruratan femergency index);

=
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2]
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(2)

(1)

(2)

]

1]

{2]

(3]

(4}

[3)

e. jabatan vang disandang (position index); dan

[. hasil/ capaian kerja (performance index)

Bagi Pejabat Pengelola dan pegawal rumah sakit vang berstatus PNS, gaji
pokok dan tunjangan mengikutl perdturan perundang-undangan tentang gaji
dan Lunjm_-;gan PNS serta dapal diberikan tambohan penghasilan sesuai
g?smuneras.: vang ditetapkan oleh Bupat schagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 90

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sckretaris Dewan Pengawas yang
diberhentikan sementara dari jabatannva memperoleh penghasilan sebesar 50
% [lima puluh per seratus) dan remunerasi/honorariun bulan terakhir yang
berlaku sejuk tangeal diberhentikan sampal dengan ditetapkannya Iu:pul.ilsan
definitil tentang jabatan vany bersangkutan .

Bagi Pejabal Pengelola berstatus PNS vang diberhentikan sementara dan
jabatannya scbagaimana dimaksud pada ayal (1), mempercleh penghasilan
gsebesar 50 % (lima puluh per seraius) dari remunerasi bulan terakhir di
rumah sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan
surat keputusan pangkat wrakhir,

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 91

Standar Pelayanan Minimal rumah  sakit ditctapkan  Untuk  menjamin
ketersediaan, keterjangkauan dan koalitas pelayanan umum Vang diberikan
oleh rumah sakat,

Srandar Pelavanan minimal sebagaimana dimaksud pada avon (1), diusulkan
oleh Dirckiur kepada Bupat.

Standar Pelavanan Minimal scbagaimana dimaksud pada avat (1], harus
mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan lavanan
serta kemudahan untuk mendapatkan layanan,

Prisal 92

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratin

a, fokus pada jenis pelayanan:

b. terukur;

¢. dapal dicapai;

d, relevan dan dapat diandalkan; dan

e. lepat waklu,

Fokus pada jenis pelayanan schagaimana dimaksud pada avat (1) huaruf a,
mengutamakan kegiatan pelavanan yang menunjang torwujldnya tugas dan
fungs Rumah Sakit,

Terukur scbagaimana dimaksud pada avat (1] hurul b, merupakan kegatan
yang pencapaiannya  dapal dinilai sesual dengan  standar yang  telah
ditetapkan.

Dapat dicapai schagaimana dimaksud pada avat (1] hural o, merupakan
kegintan nyata, dapat dihitung tingkat pencapainnuya,  rasional, sesLd
kemampuan dan tingkal pemanfaatannya.

Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural d,
merupakan kegiatan Yang sejalan, berkaitan dun dapat dipereaya untuk
menurnjang tugas dan fungsi rumal sakil

Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul e merupakan
kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan

1l




BAR X
PERNG ELOLAAN KEULANTAN
Pasil W3

Pengelolaan .k:.:um-lgﬂn rumah sakit berdasarkan pads prinsip efektifitas, clisiensi
dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal Y4

Dalam 1'ﬂngl-|;;| pencrapan prinsip dan azas scbhagoimmonn dimaksud dalam fasal
00, maka dalam penatausahaan keuangun diterapkan sistom akuntans berbasis
akrual dan standar akuntansi pemerintahan,

Poagl 95

Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan rumah sakit dapatl berupa biaya gaji,
hiava pengadaan barang modal, dan biayva pengadaan barang dan jasa

BAB X
TARIF PELAYANAN

Pasal 46

(1) Rumah sakit dapal memungut biava kepada masvarakat sebagai imbalan atas
barang dan/atau jsa lavanan vang diberikar.

(2) Pemungutan biaya lavanan  scbagammana  dimaksud pada ayat (1],
mempertimbangkan fungsi sosial Rumah sakit khususnva pasien tidak
mampu/pasien Badan Penyclengaara Jaminan Sosial Penerima Bantuan fur
bigya, kontinuitas dan pengembangan layanan, dovi bell masvarakat, seria
kompetisi yang schal.

(3) !mbalan atas barang dan/atau jasa layanen sebagaimana dimaksud paada
avat (1), ditetapkan dalam bentuk lanl yang disusun atas dasar perhitungan
biaya satuan per unit lavanan atau hasil por investust dina.

(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada aval {3}, termasuk imbal hasil yvang wajar
dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atnu schaglan dan biaya per
unit lavanan.

(5] Taril lavanan sebagaimana dimaksud pada ayat 13}, dapat berupa besaran
tarif dan/ atau pola taril sesuai jenis lyanan rumah skl

(&) Rumah sakit harus menyediakan fasilitas untuk pasien tidak mampu dan
tidak boleh menolak pasien tichik mampu

Pasgal 97

{1) Taril layanan rumah sakit diusulkan olech Direktur rumah sakit kepada
Bupati melalul Kepala  [Dinas Kesehaotwmn Kabupaten Temanggung dan
Sekretaris Daerah Kabupaten Temangsung,

(2) Tarifl layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  dengan
Peraturan Bupali

(3) Penectapan taril  Jayvanan sebogmimana  dimaksud  pada  aval (2},
mempertimbangkan  Kontinuitas dan  pengembangan  layanan, daya beli
masyarakat, serta kompetis: yang schal

(4] Bupati dalam menetapkan besaran taril  sebagaimana dimaksad pada avat
{2], dapat moembentuk G,

{5/ Pembeniukan tim scbagaimana dimaksud pada avat (4), ditetapkan oleh
Bupali vang keanggotaannya dapal herasal darl
a, pembina teknis; .

b, pembing kevangan, darn
¢, organisasi profcsi.




(1)
(2]
12)

Paszal 98

Peraturan Bupati mengenal tarifl layvanan rumah sakit dapat dilakukan
perubahan sesual kebutuhan dan perkembangan keadaan,

Perubahan tarl sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapat dilakukan secara
keseluruhan maupun per unit layanan.

Proses perubahan taril scbagaimana dimaksud pada avatl (1) dan avat (2},
berpedoman pada ketentuan yvang berlaku '

BAB XI
PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesalu

Pendapatar
Pasal Y9

Pendapatan rumah sakit dapal bersumber durt:

So RN o

(1]
(2]
(3

14}

15)

e}

7]

Jasa Pelayanan;

Hibah terikat dan tidak terikart,

AFPBD;

APBN,

Hasil kerjasama dengan pihak lain: dan
Lain-lain pendapatan BLUD yvang sah.

Prasal 100

Penidapatan rumah sakit vang bersumber darl jasa lavanan dapat berupa

imbalan yang diperoleh dari jasa layanarn vang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan rumah sakil vang bersumber dari hibah dapal berupa hibah

terikat dan hibah tidak terikat.

Hasil kerfasama dengan pihak lwin dapal berupa perolehan dar kerjasama

aperasional, sewa menycwa dan ussthae lninnva yane mendukung lugas dan

fungsi rumah sakit.

Pendapatan rumah  sakil  vang bersumber dari APBD  dapat berupa

pendapatan yang berasal dart Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan

program atau kegiatan di rumah skl

Pendapatan rumah sakil yang bersumber dari APBN dapat berupa

pendapatan yang herasal dari pemerintah dalam  ranghka pelaksanaan

dekoneentrasi dan/atau tugns pembaniuan dan lain-lain

Rumah sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atauw tagas

pembaniuan, proses pengelolaan  keuangan disclenggurakan  berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

Lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 huruf [ antara lain:

4. hasil penjualan kekayaan vang tidak diprsahkan;

b, hasil pemanfaatan kekavaan;

¢, jasa i,

d. pendapatan bunga;

[ keuntungan schsmb nilal tukar rupinh terhadap mala uang asing.

g komisi, potongan alaupun bentulk lain scbagal akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan borang dan/abail Jasd alel) rumah sakit, dan

h. hasil investasi.

4




i1

2]

(3]

4]

(5]

(1)
(2)

13]

{4

(5}

6]

(1]

Pasal 101

Seluruh pendapatan rumah sakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
kecualt vang berasal dar APBLD, APBN dan hibah tenkat, dapar dikelola
langsung untuk membiavai pengeluaran rumah sakat sesual RBA,

Hibah terikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan scsuai
peruntukannys.

Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
avat (7) huraf a, b, ¢ dan [ dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit
dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli dacrah pada jemis
lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah dengan obyek pendapatan rumah
sakit.

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilaporkan kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah scuap tnwulan

Format laporan pendapatan sebagaimans dimaksud psda avat (4}, sesuai
dengan ketentuan vang berlaku

Bagian Kedoa
Biava
Pasal 102

Biaya rumah sakit merupakan biaye opérasional dan biaya non operasional,
APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat [5) adalah anggaran APBN
yang tidak melalui APBD.

Biava operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup scluruh
biaya yang menjadi beban rumalh sakit dalam rangka menjalankan tugas dan
fungsi.

Biaya non operasional schagaimans dimaksud  peda ayal (1}, mencakup
seluruh biayva yang menjadi beban rumah sukit dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsl,

Biava rumah sakil sebagaimani dimaksud pada aval (1), dialokasikan untuk
membiayal program peningkatan prlavanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan
pendukung pelayanan.

Pembiayaan program dan kegiatan schagaimana dimaksud pada ayat (4},
dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan,

Pasal 103

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1}, terdin
dari:

a. Biava pelayanan; dan

b. Biava umum dan administras]

Biava pelavanan schagaimana dimaksud pada avat (1] burul a, mencakup
seluruh biaya operasional wvang berhubungan lungsung dengan  kegiatan
pelavanan

Biaya umum dan administrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hural b,
mencakup seluruh biays sperasional  yang tidak berhubungan langsung
dengan kegiatan pelayanan.

Biaya pelavanan sebagaimana dimaksud pada syt |2}, terdirt dary;

biava pegawat;

biava bahan;

biaya jasa pelayvanan,

biava pemcliharaan;

biaya barang dan jasa; dan

biava pelavanan lain-lain.

~panTE
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5]

?m_'_fa umum dan administrasi scbagaimana dimaksud pada avar (3), terdir
ari

blava pegawai;

biava administrasi kantor;

biaya pemeliharaan;

hiaya barang dan jasa;

aya promost; dan

biava umum dan administrast lain-lam

™o Ao P

Pasal 104
Biava non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) terdin
dari:
a. biaya bunga,
b. biava adminstrasi bank;
e. biaya kerugian penjualan ascl letap,
[, biava kerugian penurunan nila; don
g. hiaya non operasional lain-lain.

i1

(2]

[3)

(1]

[2)

(3

14)

(1)

12)

Pasal 105

Seluruh  pengeluaran  biays rumah sakit yang bersumber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 dilaporkan kepada Pejabat Pengelols heuangan
Daerah setiap trivwulan,

Seluruh  pengeluaran  biava rumah sakil yang bersumber schagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar, Pengesahan vang dilampin dengan Sural Pernyataan
Tanggungawah.

Format Surat Pernyataan Tangeungiawasb sebagaimana dimaksuel pada ayat
|2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 106

Pengeluaran  biaya  rumah sakit  diberikan  Neksibilitas  dengan
mempertimbangkan volume keglatan pelayanan.

Fleksibilitas pengeluaran biaya rumah sakit sebappimana dimaksud pada ayval
(1), merupakan pengeluaran Blave yong disesunikan dan signilikan dengan
perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan
secara delinitifl.

Fleksibilitas pengeluaran biaya rumah sakit sebagnimana dimaksud pada ayat
(1), hanya berlaku untuk biaya rurmah sakit vang berasal dari pendapatan
selain dari APBN/APBD dan hibah terikat,

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Dirckiur mengajukan  usulan
tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretarts Dacrah.

Pagal 107

Ambang batas RBA schagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2],
diletapkan dengan besaran persentase.

Besaran  porscnlosc sehapaimana dimaksud pada avat (1) ditentukan
dengan mempertimbangkan [1ukl i kegiitan operasional rumah sekit

42




(3}

(4

(1]

[2)

(1
(2]

(1

[2}

(31

Besaran persentase scbagaimana dimaksud pada avat [2), ditetapkan dalam
RBA dan Daftar Pelaksanann Angparan (DPA] rumah sakit oleh Tim Anggaran
Pemeriniah Dacrab,

Persentase ambang batas terwentu  scebagaimana dimaksud pada avat (1},
merupakan kebutuhan vang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional
dan dapal dipertanggungjawabkan

Bagman kheliga
Pengelolaan Sumber Dayva Lain
Prsal 108

Pengelolaan Sumber daya lain vang terdin dan sarana, prasarand, gedung
dan jalan akan dilakukan sesual dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku

Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dimanfaatkan
scoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungs: rumah sakit

BaB xll
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Pasal 109

Rumah sakit wajib memaga linghungan, bk internal matipun eksternal.
Pengelolaan  lingkungan  sebagaimani dimaksud pada ayar (1) untuk
mendukung peningkatan mutu  pelavanan  yvang  berorientas ke pada
keamanan, kenvamanan, kebersiban, keschatan, kerapian, keindahan dan
keselamatan,

Fasal 110

Pengelolaan lingkungan  sebogamans dimaksud dadam Pasal 109 ayvat [2)
meliputi pengelolaan fimbah rumah saki

Pengelolaan limbah sebagaimeana dimaksud pada ayat (1) meliput lmbah
Medis vang terdin dari limbah kimia dan limbah Biologis serta noen Medis
atau limbah fisik.

Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada avat (2)
mengacu pada ketentuan vang Berlak,

BAB XII1
PERATURAN INTERMAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BY LAWS)
NAMA, TUJUAN, TANGLGLUNG JAWAR
Baman Kesdaltu
Noaoma
Pagil 111

Organisasi Staf Medis Rumah Sakit adalah : _
(1) Kelompok Staf Medis dan homite Medis di Rumah Sakit Umum  Daerah

Kabupaten Temanggung.

(2) Jenis Rumah Sakit pdalah Rumah Sakiat Umorn.
{3) Kelas Rumah Sakit adalah RSUD kelas B,
(4) Alamat Rumah Sakit adalah Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung, Kode

Pos 362149,
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Bapian Kedus
T UHE”nD
Fassk 112

Tujuan umum pengorganisasian stal medis adalah sebagal acuan bagi Rumah
Sakit dalam mengorganisasi stal medis don membentuk Komite Medls,

Bagman ketiga
Tanggung Jawah
Pausml 113

Kelompak stal medis mempunyal langgung jawab vang terkait denpgan muty, ek
pelayanan dan pengembangan pendichkan stal medis. Tangpung jawab ersebat
adalah sebagai berikut

(1] Memberikan rekomendas: kepada Direkiur Rumah Sakit melalui ketua Komite
Medis / Sub Kamite Kredensial lerhadap permohonan penempatan dokler
baru dan penempatan ulang dekter di Bumah Sakil. Penempatan dokier baru
di Rumah Sakil berdasarkan Sural keputusan [irckiur Rumah Sakit. Untuk
membuatl Sural Keputusan tersebut Direkiur Rumah Sakit perlu meminga
masukan dar kelompok stal medis [ Sub Komite Kredensial,

{2] Melakukan evaluasi penampifan kKinerja prakik dokter berdasarkan data yang
komprehensil.

{3) Memberikan kesempatan bapgi para dokter untuk mengikuti pengembangan
profesi berkelanjutan (continuing professional development).

4] Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Direktur Rumah sakit melalu
Ketua Komite Medis hal-hal vang terkait dengan praktik kedokieran.

(5] Memberikan laporan tentang hasil pemantauan indikator mute klinik, hasil
evaluasi kinerja praktik klims, peloksanaan program  pengembangan staf
medis dan lain-lain kepada Dirckior melalun Ketuia homite Medis,

(6} Melakukan perbaikan (up-date} standar prosedur operasional dan dokumen

terkaitniva
BAB X1V
PENGANGKATAN STAF MEDIS DAN PENGANGKATAN KEMBALI
Pasal 114

{1) Keanggotaan Staf Medis merupakan previlege vang dapat diberikan kepada
dokter yang secara terus menerus mampu memenuhi kualfikasi, standar dan
persyaratan vang ditentukan.

(2) Keangpotann scbapgaimana dimoksud pada avat (1) dibenkan tanpa
membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status
ekonomi dan pandangan polilisnya,

Pasal 115

Untuk dapat bergabung dengan rumah sakit sebagar Stal Medis maka dokter alau_
dokter gigi harus memiliki kompetensi yamg dibutubkan, Surat Tanda Registras:
dan Surat ljin Prakuk, keschatan jasmani dan rohani yvang laik (fit) untuk
melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya  serta memiliki perifaku dan moral
vang baik.

Jaunl ] 16
Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Sal Medis rumah sakit
adalah dengan mepgajukan  permohonan kepada Direktur dan  selanjutnya
Direktur berdasarkan pertimbangan dart Komite Medis, dibantu Sub-Komite

Kredensial, dapat mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan
terschbut.
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Pasal 117

Lama masa kerja sebagai staf Medis rumah sakil adalah sebagai berikut :

a. Untuk Staf Medis Organik adalah sampai vang bersangkutan memasuki masa
pensiun sesuai peraturan perundang-undangan vang berlaku;

b. Untuk Stal Medis Mitra adalah sclama 1 (satu) sampai 2 (duas) tabhun dan
dapat diangkat kembal untuk beberapa kali masa kerja berikuinya sepanjang
vang bersangkutan masibh memenuhi persyaralan; dan

¢, Untuk Stal Medis Relawan (veluntg adalah selama 1 (saty) tahun dan dapat
dhiangkal kembali untuk beberapa kall masa kerja berikutnya sepanjang vang
bersangkutan masih menghendaki dan memenuhi semua persyaratan,

Pasal 114

Bagi Stal Medis Organik vang sudab pensiun scbagaimana dimaksud dalam Pasal
117 aval {1} dapat disngkal kembali sebagal Stal Medis Mitra atau Stal Medis
Relawan sepanjang vang bersangkutan memenuhi persvaratan.

HBAH XV
RATEGOR] STAF MEDIS

Pagul 119

Stal Medis vang telah bergabung dengan rumah sakil dikelompokkan kedalam

kategor:

a, stal Medis Organik, vaitu dokter vang bergabung dengan rumah sakit sebagai
pegawal telap, berkedudukan sebagal sub ordinat yang bekerja untuk: dan
atas nama rumah sakit serta bertanggungiawab kepada lembaga tersebult.

b. stal Medis Mitra, yaitu dokter vang bergabung dengan rumah sakit scbagas
mitra, berkedudukan sejajur dengan Rumah Sakit, bertanggungjawab secara
mandirl serta bertanggunggugal scoara proporsional sesual kelentuan yang
berlaku di Rumah Sakil.

¢, stafl Medis Relawan, vaitu dokter yang bergabung dengan rumah sakil atas
dasar keinginan mengabdi sccara sukarela, bekerja untuk dan atas nama
rumah sakit, dan bertunggungjawab secara mandiri serta bertanggungeugal
sesuai ketentuan vane berlaku di rumah sakat,

(4] Stal Medis Tamu, vaitu dokier dari luar rumah sakit vang karena reputasi lf“-r'f
atay keahliannya diundang sccara khusus untuk membaniu menangani
kasus-kasus vang tidak dapat ditapgani sendiri oleh stal Medis yang ada ch
rumah sakit atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau
teknaologi baru.

Pasal 120

Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter vang karena keahliannva direkrut oleh
rumah sakit untuk memberikan konsultasl kepada Kelompok Stal Medis lain vang
memerfukannya dan oleh karenanya a tidak secara langsung menangani pasien,

Pasal 121

Dokter Staf Pengajar adalah dokier vang mempunyal status lenagn pengajar, baik
darl Departemen Keschalon, Departemen Pendidikan N:m'lHTl'l_':H atay Departcmen
lain baik swasia atau negeri vang dipekerjakan dan atau ::_lp:‘rj_'f}a:llulmn untuk
menjadi pendidik dan atau pengajar bagl pescrta didik di bidang I{L‘Ht:hu.ll-!.ﬂ!
mempunyai kualifikasi sesual dengan kompetens: di bidangnya serta mempunyal
hak dan kewajiban sesuai dengan peraturin perundang-undangan
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Pasal 1 xd

Dokter Umum di Instalasi Gawel Darural adalah dokter umum yang memberikan
pelavanan di Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan penempatan dan atau LLgas
vang diberikan oleh  rumah  sakit  mempunyal  kualifikasi  sesuan dengan
kompetens: ¢ bidangnva serta mempunval bak dan kewajiban sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, _

Pasal 123

Dokter peserta pendidikan dokler spesialis adalah dokter vang secara sah diternima
sebagai Peserta Program  Pendidikan  Dokter 3pesialis, serta memberikan
pelayanan keschatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualiikas) sesuai
dengan kompetenst di bidangnve seris mempunyvat hak dan kewajiban sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

HAE XVI
REWENANGAN KLINIS

Pasal 124

(1} Setiap Dokter vang  diterima sebapgal stal Medis rumah  sakil
diberikan kewenangan  khms  oleh Dirckiur  setelah memperhatikan
rekomendasi dar Komite Medis,

(2) Penentuan kewenangan klinis didasarkan atas jenis ijasah atau sertifikat yang
dimiliki stal Medis,

(3) Dalam hal kesulitan menentukan kewenangan klinis maka Komite Medis
dapat meminta informasi atau pendapat dan Kolegium terkait,

Pasal 125

Kewenangan klinis scbagnimana dimaksud dalam Pasal 124 ayar (1) akan
dievaluasi terus menerus untuk ditentukan apakabh kewenangan tersebut dapat
dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut,

Pasal 126

(1) Dalam hal menghendaki agar kewenangan klinisnya diperluas maka stal
Medis vang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direkiur
dengan menyebutkan zlasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikan
pelatihan dan atau pendidikan vang dapat mendukung permohonannya.

2] Direktur berwenang menpabulkan dtau menolak mengabulkan permohonan
schagaimana  dimaksud  pads  avat (1] setelah  mempertimbangkan
rekomendast Komite Medis

(3) Seuap permohonan perlugsan Kewenoangan  khns yong dikabulkan atau
ditolak harus dituangkan dalam Keputusan Dirckiur dan disasmpaikan kepada
permohon.

Pasal | 27

Kewenangan klinis sementara dapat diberikan kepada dokler tamu atau dokier
pengganti dengan memperhatikan pendapat Komite Medis,
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Paigal 128

Dalam keadaan emergensi atau bencana vang memmbulkan banvak korban maka
semua stal Medis rumah sakil dapat diberikan  kewenangan klinis untuk
melakukan tndakan penyelamatan o luar kewenangan klinis vang diberikan,
scpanjang vang bersangkutan memilik:s kemampuan untuk melakukannys,

BAB XVII
PEMBINAAN

Pasal 129

Dalam hal staf Medis diduga melakukan lavanan klinik di bawah standar malka
terhadap vang bersangkutan dapat diosulkan oleh Komite Medis untuk dilakukan
penelitian.

Prasal 130

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan kebenaran adanye pelanggaran maka
vang bersangkutan dapat divsulkan kepads Direkior uniuk diberlakukan sanksi
sesuai ketentuan vang berlaku.

Pasal 131

Dalam hal staf Medis dinilal kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang
tidak sesuai dengan stondar pelavanan schingga memmbulkan Kecacatan dan
atay kematian maka Komite Medis dapat melakukan penelitian,

Pasal 132

(1) Dalam hal penclitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 membuktikan
adanyva kebenaran maka Komite Medis dapat mengusulkan kepada Direkiur
untuk diberlakukan sanksi.

(2} Pemberlakuan sanksi scbagaimana dimaksud pada avat (1) harus dituangkan
dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan kepada stal medis yang
bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis.

(3) Dalam hal stal Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud
pada avat {2} maka vang bersangkutan dapal mengajukan sanggahan secara
tertulis dalam waktu 15 (lima belasp hari sejak diterimanya Sural Keputusan,
untuk selanjutnya Direkiur memmlikl wakin 15 (bma belas) han untuk
menyvelesaikan dengan carn adil dan seimbang dengan mengundang semua
pihak vang terkait.

(4)  Penyelesaian sehagaimana dimaksud pada avat (3) bersifat final,

BAaB XVl
PENGORGANISASIAN STAF MEDIS DAN KOMITE MEDIS

Hagmn koesatu
Pengorganisasian Stal Medis
Fa=zal 133

Semua Dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit pelayanan
rumah sakit, termasuk unit-unit pelavanan yang melakukan  kerjasama
pperasional dengan rumah sakit, waph menjadi anggeota stal Meds
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Pasal 134

(1} Dalam melaksanakon tugas maka staf Medis dikclompokkan sesuai bidang

[£]

{3

spesialisasi/keahlionnva atau menurul cara lain berdasarkan pertimbangan
khusus.

Setiap kelompok stal Medis minimal terdie atas 2 (dua) orang dokter dengan
bidang keahlinn sama,

Dalam hal persvaratan schagaimana  dimaksud pada aval (2] tidak dapat
dipenubhi maka dapat dibentuk kelompok stal Medis vang terdiri atas dobiter
dengan keahliun berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau
tugas dan kewenangannya.

Pasal 135

Pembagian Kelompok Stal Medis

e

b.

Kelompok Stal Medis terdin dar Relompok Stal Medis Bedah, Kelompok Stafl
Medis Non Bedah dan Kelompok Sial Medis Dalam;

Kelompok Staf Medis Bedah terdini dari pelayvanan Bedah, Kebidanan, THT,
Mata, Ancstes) dan Gagi. Bedah Mulul, Bedah Orthopedi, Bedah Urologi,
Bedah Syvaraf, Bedah Anak dan Bedah Onkoloss;

Sal Medis Non Bedah terdin dan pelayanan, Syaral, Anak, Kulit Kelamin,
Radiclogi, Paru, Jantung dan pembulubh darah, Jiwwa, Palalogt Analom,
Patologi Klinik dan Dokter Umum; dan

K-Elump-ul-: Stial Medis Dalam terdivd dars pelavanan Penvakil Dalam, Sub
Spesialis Geriatrl, Suby Spesialis Ginjal dan Hypertens.

Pasal 136

Fungsi Stal Medis rumah sakit adalah sebagai pelaksana pelavanan Medis,
pendidikan dan pelatithan seria penclitian dan pengembangan di bidang Medis,

|'::-ii4'. 1:11"

Tuzas stal Moedis rumah sakil rmoeliputi:

H.

melaksanakan kegiatan profesi vang komprehenssl meliputi promotil, preventil,
kuratil dan rehabilitaul;

b. membuat rekam Medis sesum Takta, tepat swakiu dan akura;

meningkatkan kemampuan  profesi melalul program pendidikan  atau
pelatihan berkelanjutan;

menjega  agar kualitas pelavonan sesual standar profesi, standar pelavanan
Medis, dan ctika kedokteran; dan

menyusun, mengumpulkan, menganshsa dan membual laporan pemantauan
indikator mutu klinik.

Pasal 138

Tanggungjawab Kelompok Stal Medis cumah sakit meliputi

il.

memberikan rekomendasi melplul Kewws Komite Medis  kepada  Direkuur
terhadap permohonan  penempaten dokeer baru i rumidh sakit untuk

mendapatléan Sural Kepulusan
melakukan evaluasi atas tampilan kinerja praktik dokter berdasarkan data

vang kamprehensifl;

A



e, membenikan  rekomendasi melalul Ketua Komite Medis  kepada  Direkour
terhadap permohonan penempatan ulang dokier di rumah sakit untuk
mendapatkan Surat Keputusan Direkiur,

d. memberikan kesempatan kepada para dokter untuk mengikuti pendidikan
kedokteran berkelanjutan;

c. memberikan masukan melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur mengenai
hal-hal yang berkaitan denpan praktik kedokteran,

[. memberikan laporan secara teratur minimal sekall sctinp tahun melalui Ketua
komite Medis kepada Direkiur atau Bidang Pelavanan Medis dan Penunjang
tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik
kiinis, pelaksanaan program pengembangan stal, dan lain-lain yang disnggap
perlu; dan

g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen
yvang lerkait,

Paspal 1350

Kewajiban Kelompok Stafl Medis rumahb sakit melipuati :

g, menyusun standar prosedur operasional pelavanan Medis, meliputi bidang
administrasi, manajerial dan bidang pelavanan Medis;

b. menyusun indikator muty klinis; dan

C. MEnyusun uraian tugas dan kewenangan uniuk masimg-masing anggolanys.

Fasal 140

Pemilihan Ketua Kelompok Stal Medis meliputi :

a. Kelompok Stal Medis dipimpin oleh seorang Ketua vang dipilih  oleh
anggolanya,;

b. Ketua Kelompok Stal Medis dapat dijabal oleh Dokier Organik atau Dekter
Mitra;

e, Pemilihan Ketua kelompok Stal Medis diatur dengan mekanisme yvang disusun
oleh Komite Medis dengan persetujuan Direktur;

d. Ketua Kelompok Stal Medis ditetapkan dengan keputusan Direkiur; dan

e. Masa baktl Ketua Kelompok Stal Medis adalab minimal 3 ([tiga)] tahun dan
dapat dipiljh kembah untuk 1 (satu) kali perode benkutnya bertarot-tarat.

FPenilaian
Pasal 141

(1) Penilaian kinerja vang bersilat administratfl dilakukan oleh Direkiur rumah
sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

(2] Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Medis sesuai
ketentuan vang berlaku,

(3) Stal Medis vang memberikan pelavanan medis dan menctap di unic kerja
tertentu secara fungsional menjadi tanggung pwab Komile Medis, khususnya
dalam pembinaan masalah keprolessan,

Bapian Kedua
Kiomntite Media
Pariagral 1
Pembentukan Komite Medis
Peasal 142

(1) Komite Medis dibentuk guna membantu rumah sakit dalam mengawal mutu
lavanan keschatan berbasis Kesclamatan Pasien, vang merupakan wadah
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profesional di Rumah Sakit vang memiliki oloritas tertinggl dalam organisasi
staf Medis

(2) komite Medis dibentuk dengan tujusn sntuk menvelengearakan tata kelola
klinis yang baik agar mutu pelavanan medis dan keselamatan pasien lebih
terjamin dan terlindungi.

Pasal 143

Pembentukan Komile medis sebagal mana dimaksud dalam Pasal 142 ditetapkan
dengan  Keputusan  Dircktur  dengan masa  kero selama 3 (tga) tahun,
berkedudukan di bawah seria bertanggunguwah kepada Direkuar,

Paragraf 2
Susunan Bomte Medis
Pasal 144

Susunan Komite Medis Rumah Sakit terdiri atas |

Kerua, vang dijabat oleh Dokter vang di pilih oleh Kelompok Stal Medis;

Wakil Kerua, vang dijabal oleh Dokier vang dipilih oleh Kelompok Stal Medis;
Sckretans, vang dipilih oloch Ketua Komite Modis;

Anggota, yang terdini darn semua ketua Kelompok Stal Medis atau vang
mewakili; dan

¢. Bub Komite.

an o r

Pasal 145

(1] Persyvaratan untuk memadi Kelua komite Medis adalah @
g, mempunyai kredibilitas vang tingg dalam prolesinya;
b menguasai segi ilmu prolesinva dalam jangkavan, ruang ingkup, sasaran
dan dampak vang luas;
¢. peka terhadap perkembangan kerumah-sakilarn
d. bérsilat terbulka, bijaksana dan jujur;
e. mempunvai kepribadian vang dapal diterima dan disegani di lingkungan
profesinya; dan
{. mempunyvai integritas keilmuan dan ¢lika profesi vang tinggk.
(2} Ketua Komite Medis ditetapkan denpan Keputusan Direkour.

Fasal 146

(1) Persvaratan uniuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Komite Medis adalah
tercatat -sebagai dokter organik atau dokter mitra dan dipilih - secara
demaokraiis oleh Kelompok Staf Medis:

(2] Wakil Ketua Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Dircktur,
(3] Wakil Ketua Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah saru Sub Komite.

Pasal 147

(1) Sekretaris Komite Medis dipilih olech Ketua Komite Medis.

(2} Sekretaris Komite Medis dijabat oleh seorang dokter organik. _

(3) Sekretars komite Medis dapat menjadt ketun dar salah satu Sub Komite,

(4) Dalam menjalankan Logasnya, Sckretaris Komite Medis dibantu oleh tenaga
administrast/ siol sekretariat purng wakio
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Frasal 148

Angeota Komile Medis terdint darl semun Ketue Kelompok Sl Medis dan ataug
vang moewakili,

Paragral 3
Fungs: Komite Medis
Piasal 1449

Fungsi Komite Medis adaloh schagal pengarsh (steering) doalam  pemberian
pelayanan Medis, vang rinciannva adalah sebagai berikut ;

memberikan saran kepada Direkiur;

mengkoordinasikan atau mengarahkan kegiatan pelayanan Medis;

menangani hal-hal berkaitan dengan ethical performance; dan

menyusun kebijakan pelayanan Medis sebagal standar vang harus dipatuhi
dan dilaksanakan oleh stal Medis

b i B

Paragral 4
Tugas komite Medis
Fasal 150

Tugas Komite Medis meliputi ¢

a. membantu  Dircktur  menyusun standar pelavanan Medis dan memantau
pelaksandanny;

b, membina, memelihara, dan menjaga etika profesi, disiplin profesi dan mutu
profesi;

c. mengatur kewenangan klinik masing-masing Kelompok Siafl Medis:

d. membantu Direklur menyusun Peraturan Internal Stal Medis (Medical Staff
Bylatws) serta memantau pelaksanaannya:

e. membantu Direktur menyusun kebnjakan  dan prosedur vang berkaitan
dengan medisolegal;

[. melakukan koordinasi dengan Pejabar Bidang Pelaysnan Medis  dalam
melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas Kelompok Staf
Medis;

g. meningkatkan program pelavanan, pendidikan, pelatthan, penelitian  dan
pengembangan dalam bidang Medis;

h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelavanan Medis:

melakukan kredensial bagi seluruh siaf medis vane akan melaksanakan

pelavanan medis di rumah sakit; dun

Jo memberikan laporan kegialan kepada Direktur

Paragral 5
Tangpung Jawab Komite Medis

Paisal 151

homite Medis bertangeung jawab Kepada Dircktur meliputi hal-hal vang berkaitan
dengan:

a, mutu pelavanan Medis:

b. membinasn etik kedokieran, dan

c. pengembangan profesi Medis.



Paragrafl 6
Kewenangan Komile Medis
Paksal 152

Guna melaksanakan tugas dan tangoungawabnys maka kepada Komite Medis
diberikan kewenangan -
a. memberikan usulan rencana kebutuhan  dan  peningkatan kualitas tenaga

b

n

s B I

B

Medis;

memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan
alat Medis dan penunjang Medis serta pengembangan pelavanan;

monitoring dan evaluas: muie pelavanan Medis:

rmonitoring dan evaluas chsiens don efektifitas prngeunaan alol kedokteran:
membina etika dan membantu mengotur kewenangan klinis:

membentuk tim klinis lintas profesi; dan

memberikan rekomendasi, antara lain

kerjasama antar instiiusi;

rinclian kewenangan klinis;

sural penugasan klims;

penolakan kewenangan klims:

perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis:

tindak lanjut audit meds;

pendidikan kedokteran berkelanjutun:

pendampingan (proctormg);dan

pemberian tindakan disiplin,

PSRN U RN

Pagsul 153

Kewajiban Komite Medis meliputi:
a.
b.

menvusun rancangan Peraturan [nternal Stal Medis (Medical Staff Bylaus);
membuat  standarsas)  formal uniuk standar pelavanan  Medis, standar
prosedur operasional dibidang manajerial dan administrasi serts bidang
keilmuan, profesi, standar profesi dan standar kimpetensi:

membuat standarisasi  format pengumpulian, pemantauan dan  pelaporan
imndikator mutu klinik; dan

. melakukan pemantauan mutn klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan

pengembangan profesi Medis,

Pasal 154

Komite Medis dalam melsksanakan (ugasnyva dibantu aleh Sub Komite, VENE
terdirs dari :
@, Sub Komite Peningkatan Mutu Profes: Medis, dengan tugas ¢

membual rencans alau program Kerjg;

melaksanakan rencana ataw jadual kegiatan:

membuat panduan mutu pelayvanan Medis;

melakukan pantauan dan pengawasan mutu pelavanan Medis;

menyusun indikator mutu klinik, meliputi indikator input, output  proses,
dan outcome!

melakukan koordinasi dengan Sub Komite Peningkatan Muty rumah sakil,
dan

7. melakukan pencatatan dan pelaporan sccara berkala.

SU T

&




B, Sub Komite Kredensial, dengan tugas

- melakukan review permobonan umuk menjadi angeota stal Medis;

. membual rekomendasi hasil review:

. membual laporan kepada Komile Medis,

- melakukan review kompetensi stafl Medis dan memberikan laporan dan

rekomendasi kepada komite Medis dalam rangka pemberian  clinical

privileges, reapaintments dan penugasan stal Medis pada unit kera;

memboat rencana kerja,

melaksanakan rencana kerja:

menyusun tala laksana dari instrumen kredensial;

- melaksanakan  kredensial - dengan melibatkan  lintas  fungsi  sesuai
kebutuhan; dan

9. membuat laporan berkala kepada Komite Medis,

I N Y

® o

¢, Sub komite Etika dan Disiplin Profes, dengan tugas
1. membual rencana kerja;
<. melaksanakan rencana kerja;
3. menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan
disiplin prolesi;
4. melakukan sosialisasi vang terkait dengan ctika prolesi dan disiplin profesi;
5. mengusulkan kebijakan vang terkait dengan bioctika;
. Melakukan koordinasi dengan Komite Erik dan Hukum rumah sakit: dan
7. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala

Pisal 155

Pembentukan Sub Komite ditctapkan eleh Dircktur dengan masa kerja 3 itiga)
tahun atas usulan Ketua Komite Medis setelah memperoleh kesepakatan dalam
rapat pleno Komite Medis.

Pasnl 156

Sub Komite mempunyai kegialan sebagai berikut -

a. menyusun kebijakan dan prosedur kenja;

b. membuat laporan berkala dan laporan tahunan vang berisi evaluasi kerja
selama sctahun vang baru saja dilalui disertai rekomendasi untuk tahun
anggaran berikutnya.

FPasal |57

Kewenangan Sub Komite adalah sebagn bernikun |

a. Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis; meluksanakan kegiatan upaya
peningkatan mutu pelayanan Medis secara lintas sekioral dan lintas fungsi:

b. Sub Komite Kredensial, melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, Jujur
dan terbuka secara lintas sekioral dan lintas fungsi;

¢. Bub Komite Etika dan Disiplin Prolesi; melakukan pemantavan  dan
penanganan masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan
melibatkan lintas sektoral dan lintas lungs:,

Pasal 158
Tiap-tiap Sub Komite Dbertanggung-jawab  kepada Komite Medis  mengenai
pelaksanaan tugas dan kewajiban vang dibechankan kepadanvya.
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Purngral 7
Panilm Adbos
Frasml | 550

(1} Dalam melaksanakan tugas dan lungsinva komile medik dapat dibantu oleh
panitia adhoc.

{2] Panitia adhoc sebagaimana dimaksod pada avat (1) ditetupkan oleb Direkiur
Rumah Sakit berdasarkan usulan Ketua Komite Medik.

(3] Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari stal medis
vang tergolong sebagal mitra bestur,

(4) Stal medis vang tergolong sebagal mitra bestar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialisf
dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegiom dokter spesialis/
dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran

gigl,

BAH XIX
PEMBERHENTIAN STAF MEDIS

Bagian Kesatu
Stal Medis Oreamk
Pasal 160
Stal Medis Organik diberhentikan dengan hormat karena -
a, telah memasuki masa pensiun;
b. permintaan sendiri;
c. tidak lagi memenubi kualifikasi scbagai stal Medis: dan

d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan Berturut- gt

Pasal 161

Stal Medis organik dapat diberhentikan  dengan  tidak  hormat apabila ia
melakukan perbuatan melawan hukum vang ancaman pidananya 5 (lima) tahun
atau lebih

Bagian Kedus
Staf Medis Mitra
Pasal 162

Staf Medis mitra berhenti secara otomatis schagal stal Medis rumah sakit apabila
telah menvelesakan masa koniraknya silng berhentl nlas persciujuan bersama.
Pasal 163

Stal Medis mitra yang telah menyvelesaikan  mass koniraknyva dapat bekerja
kembali untuk masa kontrak berikutnva setclah menandatangani kesepakatan
baru dengan pihak rumah sakil.



(1)

(2)
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(4]
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BABR XX
Rt
Pasal 164

Rapat Komite Medis terdin dari

g, rapal rulin bulanan, dilakukan mimimal sekali setiap bulan;

b. rapat rutin bersama semua Kelompok Staf Medis dan atau dengan semua
stal Medis dilakukan rminimal sckali seuap bulan:

¢. rapat bersama Direktur dan Wakil Dircktur Pelayanan dilakukan minimal
sekali setiap bulan;

d. rapat khusus, dilakukan sewaktu-wakiu guns membahns masalah vang
sifalnyva sangal urien: dan

e. rapal tahunan, diselenggarakan sekali schiap tahun

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Medis atau Wakil Ketua dalam hal Ketua

tidak hadir atau oleh salab satu dari angeota vang hadir dalam hal Ketua dan

Wakil Ketua Komite Medis tidak hadir.

Rapal dinyatakan sah apabila dihadinn oleh paling sedikit 2/3 (dua per

tiga] anggota Komite Medis atau dalam bal kuorum tersebut tidak Lerca el

meaka rapat dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali penundaan

pada hari, jam dan tempat yang sama minggu berikutnya,

Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan kepada setiap anggota harus

dilampiri salinan hasil rapat rutin schelumnya,

Pasal 165

Rapat Khusus diadakan apalila:

a. ada permintaan vang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (uga) anggota
stal Medis;

b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnva medesak untuk SCECra
ditangani dalam rapat Komiwe Medis: dan

¢. rapat khusus dinvatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3
{dua  per tiga) angeols Komite Medis atau dolam hal kuaorum terschut
lidak tercapai maka rapat khusus dinvatakan sah setelah ditunda pada
harn berikutnya.

Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua Komite Medis kepada

scluruh  anggota paling lambat 24 [(dua puluh empat] jam sebelum
dilaksanakan.

Undangan rapat khusus harus mencantumkian tujuan spesifik dari rapat
terse bug,

Rapat khusus yang diminta oleh anggota stal Medis sebapaimana dimaksud
pada ayal (1) hurul a harus dilukukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya surat permintaan rapat tersebun,

Pagal 160

Rapat tahunan Komite Medis disclenggarakan sckali dalam setahun,

ketua Komite Medis wajib menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh
anggola serta pthak-pihak lain yang perlu diundang paling lambat 14 (empat
belas bari) sebelum rapat disclengearakan,




Pasal 167

Setiap rapat khusus dan rapal tahunan wajib dihadin oleh Direkiur, Pejabat
Bidang Pelayanan Medis dan pihak-pihak lain vang ditentukan oleh Ketus Komite
Medis.

(1
(4]
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(1)

]

(1]
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(3

Pasal §iH

keputusan rapal Kelompok Swaf Medis dan otay Komite Medis didasarkan
pada suara terbanyvak setelah dilakukan pemunguian suara.

Dalam hal jumlah suara vang diperoleh adaloh sama muka Kelua atau Walkil
Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang,

Perhitungan suara hanvalah berasal dan anggoa Komite Medis yang hadir.

Pasal 169

Direktur rumah sakil dapal mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap
keputusan yvang diambil pada rapal ratin atau rapat khusus sebelumnya
dengan  svarat usul tersebut  dicantumkan dalam pemberitahuan gtau
undangan rapal.

Dalam hal usulan perubahan ateu pembmalan keputusan sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dalam rapal maka usulan tersebut
tidak dapat diajukan lagi dalam kurun wakiy tign bulan terhitung sclak saat
ditolaknye usulan 1ersehut

BAR XXI
KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Pazal 170

Rumah sakit ;

a. berhak membuat peraturan tentang kerahasisan dan informasi Medis vang
berlaku di rumah sakit;

b. wajib menvimpan rekom medis sesual dengan ketentuan vange berlaku:

¢. dapat membernkan isi rekam Medis kepada posien ataupun pihak lain atas
ljin pasien secara tertulis:

d. untuk keperluan dinas informasi medis diberikan oleh lenaga medis
bersangkutan yang memahami perjalunan penyakil pasiennyi: dan

e, dapat memberikan isi dokumen rekam Medis untuk kepentingan peradilan
dan asuransi sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Dokler

a, mendapatkan informasi vang lengkap dan Jujur dari pasien vang dirawat
atau keluarpganya;

b. merahasiakan segala sesuatu vang diketahuinya lentang pasien, bahkan
juga setelah pasien ity meninggal dunia; dan

¢. menolak  keinginan  pasien  vang  bertentangan  dengan peraturan
perundang-undangan, prefesi dan elika

Pasien |

a. berhak mengetabui peraturan dan ketentuan Rumah sakil yang mengatur
sikap tindakan sebagai pasien;




{1)

(2}

(1)

(2]

b. memberikan  informast vang  lengkap  dan Jujur  lentang  mesalsh
keschatannya;

c. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindaken medis, antarn
lain -
1) Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
2) Tujuan tindakan medis vang dilakukan;
) Alternatil tindakan lain dan resikonyva;
4) Resiko dan komplikas: vang mungkin teriadi; dan
3} Prognosis terhadap tindakan vang dilakukan.

d. meminta konsultasi kepada dokter lain (second opinion) lerhadap penvakil
vang dideritanya dengan sepengetahuan dokier vang merawatnya;

e. mendapatkan isl rekam medis; dan

£ membuka st rekam medis untuk kepentingan peradilian,

BAR XXI11
PENCOAWASAN DAN EVALLASI
Pasal §71

Evaluasi penampilan kinerja prakick dokter dilakukan melsioi peer reptet,
audit medis atau program quality improvement.

Kelompok Stal Medis mempunyai tanggung jawab memberikan masukan
kepada Direktur Rumah Sakit / Kepala Bidang Pelayanan mengenai hal-hal
yang terkait dengan praktik kedokteran. Misalnya mengenal perkermbangan
ilmu dan teknologi kedokteran, temuan terapi vang baru dan lain-lain.

BAR }XXI
PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NURSING STAFF BY LAWS)

FUNGST DAN TUJUAN
Pasal 172

Fungsi adalah untuk meningkatken profesionolisme tenags keperawatan,
dengan cara ;

a. melakukan kredensial bag  scluruh  stal  keperawatan vang akon
melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD Kabupaten
Temanggung,

b. memelihara mutu profesi wnaga keperawsatan;dan
c. mengga disipling etika. dan perituku profesi perawat dan bidan,

Tujuan dapat menyelenggarakan tata kelola klinis vang baik (good elinical
governance) melalul mekanisme kreedensial, peningkatan mutu prefesi dan
pencgakan disiplin profesi serta memberikan dasar hukum bagi mitra bestari
(peer group) dalam  pengambilam  kepuiusan  profesi melalui komite
keperawatan.

Wl
-,




BAB XXV
KREWEMANGAN KLINIS
Pasal 173

(1} Asuhan Keperawatan hanva boleh dilakukan oleh stal keperawatan yang telah
dibern kewenangan klinis melalu prosedur kredensial.

(2} Kewenangan klimis vang diberikan kepada stal keperawatan disesuaikan
dengan kategori jenjang klims keperawatan.

Pasal 174

Pengaturan kewenangan klims stal keperswatan dapal bersifat ;

a. Kewenangan klints sementara (temporary clinical privlege);

b. Kewenangen klinis dalam kReadoan darural (emergendy elirieal privilage),dan
c. Kewenangan Klinis bersvaral (provisional elinical privilage).

BARB XX\
DELEGASI TINDAKAN MEDIK
Pazal 175

(1) Penentuan tindakan medis vang bersifat deleganf berdasarkan kesepakatan
antara komite medis dengan komite ke perawiitan,

(2) Daltar tindakan medis vang  bersifpl  delegotl vang  sudah menjadi
kesepakatan dimasukkan dalam buku putib dan wajib untuk dikredensial,

{3) Staf keperawatan melakukan uondakan medis vang bersifat  delegaul
berdasarkan Standart Prosedur Operasional (SPO)

(4) Tindakan medis yang bersifat delegatil, tetapl menjadi tanggung jawab tenaga
medis yvang memberikan delegasi.

BAB X841
SANKSIE ADMINISTRASI
asal 176

Swal Medis rumah sakit vang berstatus sebagal organik maupun mitra, vang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yvang dimaksud dalam Pazal 173,
Pasal 174, Pasal 175 dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 177
Sanksi administrasi sebapaimana dimaksud dalam Pasal 176 berupa:
a. teguran lisan atau tertulis;
b. penghentian prakuk untuk sementara wako
pemberhentian dengan tidak hormat bagi stal Medis organik; atau

A N

pemutusan perjanjian kerja bagi staf Medis mitra vang masih  berada dalam
masa kontrak.
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BAB XXVII
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 178

Pada sast Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016
Nomor 51) sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumsah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung [(Bernita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017
Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 179
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temangpung,

Ditetapkan di Temanggung
pada tangeal 9 Desember 2019

Diundangkan i Temanggung
pada tanggal 9 Desesber 2019

Pj. SERKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
FLUPERNUR JAWA TENGAH BIDANG
ATAN RN SUMBER DAYA MANUSIA,
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